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ABSTRAK 
 
CITRA WIDI WIDIYAWATI. S.351408021. 2016. KAJIAN YURIDIS 
KEABSAHAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ATAS RISALAH 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS 
MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI. Magister Kenotariatan Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme rapat umum 
pemegang saham perseroan terbatas secara  terlekonferensi serta keabsahan 
pernyataan keputusan rapat atas risalah rapat umum pemegang saham perseroan 
terbatas yang dilaksanakan melalui media telekonferensi berdasarkan hukum 
positif di Indonesia. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal yang bersifat 
preskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-
undang dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data 
sekunder berupa sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
digunakan melalui cara dokumentasi. Sumber bahan hukum yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif. 
Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa dalam hal rapat umum 
pemegang saham melalui media telekonferensi tidak 100% pemegang saham 
hadir maka tata cara pemanggilan dan kuorum terkait agenda rapat harus 
terpenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Pembuatan akta autentik pernyataan 
keputusan rapat oleh Notaris atas Risalah RUPS telekonferensi bawah tangan 
yang berbentuk dokumen elektronik, belum dapat dilaksanakan karena terkait 
ketidakjelasan kewenangan Notaris dalam mensertifikasi secara elektronik pada 
Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, meskipun 
dokumen elektronik diakui secara sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Rekomendasi dari hasil penelitian ini ialah untuk segera disempurnakan  
terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mekanisme RUPS telekonferensi 
serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewenangan Notaris 
mensertifikasi secara elektronik agar Undang-Undang tersebut dapat dijalankan 
sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Selain itu, untuk memperkuat bahwa 
pemegang saham benar mengikuti telekonferensi, di setiap tempat rapat pemegang 
saham sebaiknya dihadiri serta dibuatkan surat pernyataan oleh Notaris. 
 
 
Kata Kunci : pernyataan keputusan rapat, rapat umum pemegang saham, 
telekonferensi. 
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ABSTRACT 
 
CITRA WIDI WIDIYAWATI. S.351408021. JUDICIAL REVIEW OF 
TELECONFERENCE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING DECISION 
VALIDITY STATEMENT. The Graduate Program in Notary, the Faculty of 
Law, Sebelas Maret University, Surakarta 2016. 
  
This study aims to determine the mechanism of the general meeting of 
shareholders limited terlekonferensi as well as the validity of the statement on the 
minutes of the meeting decision general meeting of shareholders limited liability 
company that carried out through media teleconference by positive law in 
Indonesia. 
This research is a law research doctrinal prescriptive. This research was 
conducted using the approach of legislation and conceptual approaches. The type 
of data used is secondary data sources of legal materials. Mechanical collection 
of legal materials that are used by way of documentation. Sources of legal 
materials were analyzed by using deductive logic analysis techniques. 
From the results of research and studies it is known that in the case of a 
general meeting of shareholders through a media teleconference are not 100% 
shareholder is present then the procedure call and associated quorum meeting 
agenda must be met according to Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability 
Companies and the Articles of Association. Deed authentic statement by the 
Notary meeting decisions on the Minutes of the AGM teleconference under the 
hand-shaped electronic documents, could not be implemented due to lack of 
clarity related authority certifying electronic Notaries in Article 15 paragraph (3) 
of Law No. 2 of 2014 on the Amendment Act Law No. 30 of 2004 concerning 
Notary, although the electronic document is legally recognized in Indonesia based 
on Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. 
Recommendations from the results of this study was to immediately 
enhanced related to Law Number 40 Year 2007 GMS mechanism teleconferencing 
as well as Law No. 2 of 2014 related to the authority of Notaries certify 
electronically that the Act can be run in accordance with what is aspired. In 
addition, to reinforce that the shareholders are properly following the 
teleconference, in every place of the meeting should be attended by shareholders 
as well as an affidavit made by a Notary. 
 
Keywords : the statement of meeting decision, general shareholders meeting, 
teleconference 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi dan informasi saat ini  mengalami 
perkembangan yang sedemikian pesat, yang antara lain ditandai dengan 
teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (cyberspace) dengan 
hadirnya interconnected network (internet) yang mempergunakan komunikasi 
tanpa kertas (paperless document). Perkembangan teknologi dan informasi  
tersebut telah mengubah pola  pikir dan kehidupan masyarakat di Indonesia, 
hal-hal yang tadinya dilakukan melalui cara yang dapat dikatakan tradisional, 
saat ini  bisa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.  Hal 
ini seperti komunikasi antar individu satu dengan individu lain yang biasanya 
dilakukan dengan cara bertemu langsung,  kini bisa dilakukan jarak jauh dan 
tanpa bertatapan muka dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. 
Hakikat terminologi telekomunikasi adalah “komunikasi jarak jauh”. 
Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa latin communis yang berarti sama. 
Jadi jika kita berkomunikasi itu berarti kita mengadakan kesamaan, dalam hal 
ini kesamaan pengertian atau makna. Seorang sarjana Amerika Carl I Hovland, 
mengemukakan bahwa komunikasi adalah: “the process by which an 
induviduals (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to 
modify the behavior of other individuals (communicatees)”.1 
Proses dalam melakukan penyampaian maksud dan tujuan untuk 
menyamakan kehendak itu dapat dilakukan secara langsung (face to face) atau 
menggunakan sarana. Alat bantu (teknologi) dimanfaatkan sebagai sarana 
untuk komunikasi jarak jauh. Sarana itu dimulai dengan cara yang sederhana, 
seperti media asap sampai dengan teknologi canggih yang dapat berbentuk 
suara, gambar, tanda, kode, signal, atau intelegensi, baik yang melalui kabel, 
tanpa kabel atau sistem elektronik lainnya. Telekomunikasi memberikan akses 
                                                          
1
 Carl I Hovland, Source of Communication,  Yale University Publicity , London, 1998, 
hlm. 24 
2 
 
 
 
mengenai pengiriman, pemancaran dan atau penerimaan tanda-tanda, signal, 
tulisan, gambar dan suara atau informasi melalui kawat (kabel), radio, optik 
atau sistem elektromagnetik lainnya. Perkembangan dunia telekomunikasi 
mengalami perluasaan wilayah dengan dipergunakan internet sebagai sarana 
komunikasi. Percepatan inovasi sekarang dimungkinkan karena terintegrasinya 
seluruh kemampuan berpikir dan daya imajinasi manusia ke dalam sebuah 
jaringan internet. Jaringan internet menjadi semacam jembatan penghubung 
telepatis dari manusia ke manusia lainnya dengan kecepatan cahaya menembus 
batas waktu dan batas negara.
2
 
Perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang sangat pesat ini 
mempengaruhi hampir semua bidang, termasuk dalam bidang hukum. Dampak 
yang ditimbulkan dari perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini,  kadang 
kala melahirkan perbuatan hukum baru  di masyarakat. Bentuk-bentuk 
perbuatan hukum tersebut perlu mendapat penyesuaian, seperti melakukan  
harmonisasi   terhadap beberapa perundang-undangan yang sudah ada, 
mengganti jika tidak sesuai lagi dan membentuk ketentuan hukum baru.
3
 
Hukum harus mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat 
karena salah satu fungsi hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat 
dan untuk mengarahkan masyarakat ke suatu tujuan yang didambakan. Hukum 
menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan sarana pembaharuan masyarakat 
didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam 
usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan 
atau  bahkan dipandang (mutlak) perlu.
4
 Berdasarkan hal tersebut, dapat 
dikatakan bahwa hukum dalam arti kaidah atau  peraturan hukum harus 
berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan, yang artinya bahwa 
hukum  harus menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses 
pembangunan. 
                                                          
2
 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perseroan Terbatas, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 
48 
3
 Syamsul Muarif, Menunggu Lahirnya Cyber Law, dalam http//www.cybernews.cbn.id, 
11 November 2015, 22.00 WIB. 
4
 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum  Nasional,  
Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13. 
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Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak kepada 
perkembangan hukum di Indonesia. Salah satu perkembangan hukum tersebut 
ialah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756. (selanjutnya disebut UUPT). UUPT membuka peluang 
untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi 
sebagaimana yang tertera dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT  yang berbunyi, selain 
penyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 UUPT, RUPS dapat juga 
dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media 
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat 
dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 
5
 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
tersebut telah mengakomodasi perkembangan teknologi dengan 
dimungkinkannya pelaksanaan RUPS melalui tata cara telekonferensi. 
Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham 
perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau  face to face tapi 
bertatap muka dengan media elektronik yang saling dapat berhubungan seperti 
layaknya bertatap muka secara langsung. Tujuan yang akan dicapai dalam 
sebuah rapat tentunya akan membahas tentang sesuatu hal yang berkaitan 
dengan perusahaan atau Perseroan Terbatas itu sendiri. Semakin mudahnya 
komunikasi melalui media telekonferensi berdampak pula bagi perkembangan 
sosial yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien. Kemudahan tersebut untuk 
melakukan keputusan secara cepat dan berdampak positif bagi kelangsungan 
perusahaan. 
Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan Terbatas yang 
memiliki kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan 
komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam 
                                                          
5
 Anonim, Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 dan penjelasannya, Gardien 
Mediatama, Yogyakarta, 2007, hlm. 51 
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Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Bentuk 
konkret RUPS merupakan sebuah forum, di mana para pemegang saham 
memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai 
perseroan, baik dari direksi maupun dewan komisaris. Keterangan-keterangan 
itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah 
strategis perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. 
Mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan dalam forum RUPS 
disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya. Para peserta dalam 
forum RUPS tidak dapat memberikan keterangan dan keputusan diluar agenda 
rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semua pemegang saham dan mereka 
menyetujui penambahan agenda rapat itu dengan suara bulat. 
Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh suatu 
Perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai 
kebijakan yang berkaitan dengan Perseroan. Setiap penyelenggaraan RUPS, 
“wajib” dibuat risalah rapatnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah 
dan dianggap tidak pernah ada (never existed). Akibatnya, hal-hal yang 
diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.
6
 Risalah 
RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh 
Notaris, yang biasa disebut dengan “ Berita Acara Rapat Umum Pemegang 
Saham” atau risalah rapat yang dibuat dalam bentuk notulensi rapat yang 
berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam 
bentuk akta otentik yang kemudian disebut sebagai akta pernyataan keputusan 
rapat umum pemegang saham. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai 
wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, 
dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para 
pihak yang membuat akta.
7
  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media 
telekonferensi berdasarkan Pasal 77 ayat (4)  Undang-Undang Nomor 40 
                                                          
6
 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, edisi 1, ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 
2009, hlm. 340 
7
 Sudikno Mertokusumo, Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi, Nomor 12, 
tanggal 3 Mei 2004, hlm. 49. 
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Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mensyaratkan untuk  membuatkan 
risalah rapat yang harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat 
Umum Pemegang Saham. Hal ini berbeda dengan Rapat Umum Pemegang 
Saham secara konvensional, dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,  Setiap 
penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh 
ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk 
dari dan oleh peserta RUPS. Ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPT juga mengatur 
mengenai risalah RUPS yang dibuat dengan Akta Notaris tidak disyaratkan 
harus ditandatangani oleh ketua rapat dan minimal 1 (satu) orang pemegang 
saham. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris, 
isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Hal tersebut sesuai 
dengan fungsi yuridis akta Notaris sebagai “akta autentik”. Akta autentik 
sebagai alat bukti formal memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 
Ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya 
disebut KUHPerdata), akta autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian 
yang sempurna (volledig) tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat 
(bindend) kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang 
mendapat hak dari mereka.
8
  
Pengertian akta Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 pada tanggal 15 Januari 2014 
(selanjutnya disebut UUJN-P), akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat 
oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang, sedangkan pengertian akta autentik berdasarkan Pasal 
1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang di dalam 
bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan 
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta 
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dibuatnya.
9
 Bentuk akta autentik khususnya akta notaris telah diatur dalam 
Pasal 38 UUJN-P yaitu :  
(1) Setiap akta terdiri atas :  
a. Awal Akta atau kepala Akta;  
b. Badan Akta; dan   
c. Akhir Akta atau Penutup Akta  
(2) Awal akta atau kepala akta memuat:  
a. Judul Akta;  
b. Nomor Akta;  
c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan  
d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.  
(3) Badan Akta memuat: 
a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, 
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap 
dan/atau orang yang mereka wakili;  
b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;  
c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 
berkepentingan; dan  
d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, 
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.  
(4) Akhir atau penutup Akta memuat:  
a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);  
b. Uraian tentang pendandatangan dan tempat penandatangan atau 
penerjemahan akta, jika ada;  
c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, 
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan  
d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam 
pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat 
berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah 
perubahannya.  
(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain 
memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan 
pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya. 
Berdasarkan Pasal 38 UUJN-P bahwa pada akhir akta harus disebutkan 
uraian tentang pembacaaan akta terkait Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P serta 
uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan, maka terkait 
dengan risalah RUPS yang dilaksanakan melalui elektronik harus disebutkan 
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dengan tegas di akhir akta tentang hal penandatanganan melalui elektronik dan 
tempat penandatanganan. Hal ini bertujuan agar akta yang dibuat dapat 
menjadi otentik dengan memenuhi ketentuan mengenai bentuk akta tersebut 
pada Pasal 38 UUJN-P. Terkait dengan prosedur pembuatan sebuah akta 
otentik menurut UUJN-P diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m: 
Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 
sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk 
pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu 
juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 
Risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat 
Umum Pemegang Saham, dilakukan dengan kehadiran Notaris dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan dan risalah rapat tersebut 
dibuat “oleh” Notaris yang menyaksikan, melihat, dan mendengar segala 
sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, sehingga bentuk akta 
yang dihasilkan merupakan akta dari golongan relaas akta. Permasalahan 
muncul ketika RUPS telekonferensi mengakibatkan para peserta rapat yang 
hadir dalam RUPS tidak secara keseluruhan berada di tempat yang sama 
dimana Notaris tersebut hadir di dalam RUPS, sedangkan risalah rapat yang 
dibuat dengan Berita Acara Rapat (akta Notaris) harus dibuat langsung oleh 
Notaris.  Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan Pasal 16 ayat (1) huruf m 
UUJN-P yang mengharuskan Notaris berhadapan langsung secara fisik  di 
hadapan para pihak dan saksi dalam pembuatan akta autentik, sedangkan 
RUPS melalui media telekonferensi Notaris tidak berhadapan langsung secara 
fisik dengan para peserta RUPS. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang 
Saham melalui media telekonferensi tersebut, kedudukannya dapat menjadi 
akta di bawah tangan Proses pembuatan risalah rapat dengan akta Notaris tidak 
mengalami hambatan jika seandainya RUPS diselenggarakan secara 
konvensional sesuai Pasal 76 UUPT.  
Permasalahan muncul kembali ketika notulensi Rapat Umum Pemegang 
Saham telekonferensi yang dibuat di bawah tangan, akan  dibuat akta otentik 
oleh Notaris berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham mengingat bahwa penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi 
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menghasilkan sebuah dokumen elektronik beserta tanda tangan elektronik yang 
dihasilkan oleh sebuah telekonferensi. Proses pembuktian dokumen elektronik 
ke dalam akta otentik ini mengalami kendala berdasarkan hukum pembuktian 
karena sampai saat ini tidak mudah untuk membuktikan apakah pelaksanaan 
RUPS tersebut sah atau tidak, karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah adanya integrasi antara teknis 
pelaksanaan RUPS dengan notulen rapat yang harus ditanda tangani oleh 
semua peserta rapat. 
Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penulisan tentang "Kajian Yuridis Keabsahan Pernyataan 
Keputusan Rapat Atas Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan 
Terbatas Melalui Media Telekonferensi”, sehingga dengan adanya 
penelitian tersebut dapat untuk mengetahui keabsahan pernyataan keputusan 
rapat risalah RUPS telekonferensi menurut peraturan perundang-undangan di 
Indonesia. 
  
B. Perumusan Masalah 
Sehubungan dengan latar belakang masalah dan untuk lebih mengetahui 
keabsahan pernyataan keputusan rapat atas risalah RUPS telekonferensi, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  
1. Bagaimana mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas 
yang dilakukan melalui media telekonferensi? 
2. Bagaimana keabsahan pernyataan keputusan rapat atas risalah Rapat Umum 
Pemegang Saham Perseroan Terbatas di bawah tangan yang berbentuk 
dokumen elektronik? 
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C. Tujuan Penelitian 
“Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum 
yang timbul”10, berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan 
obyektif dan tujuan subyektif sehingga mampu mencari pemecahan isu hukum 
terkait. Adapun tujuan yang dicapai peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
Tujuan objektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum 
yang berasal dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme Rapat Umum Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media telekonferensi; 
b. Untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan pernyataan keputusan rapat 
atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di bawah 
tangan yang berbentuk dokumen elektronik. 
2. Tujuan Subjektif 
Tujuan subjektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan 
pribadi penulis sebagai dasar dalam melakukan penelitian, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 
menyusun penelitian hukum (tesis) agar dapat memenuhi persyaratan 
akademis guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
b. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis 
peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri serta 
memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di 
bidang hukum kenotariatan; 
c. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman 
aspek hukum di dalam teori dan praktek penulis dalam bidang hukum 
kenotariatan, khususnya terkait pembuatan pernyataaan keputusan rapat 
atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham  Perseroan Terbatas yang 
dilakukan melalui media telekonferensi. 
                                                          
10
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.41. 
10 
 
 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk pembelajaran yang 
diharapkan dapat menambah khasanah ilmu, khususnya ilmu kenotariatan 
mengenai pernyataan keputusan rapat atas risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melaui media telekonferensi. Secara 
khusus hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 
1. Manfaat Teoritis  
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum 
perdata pada khususnya serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap 
penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur 
dalam dunia kepustakaan tentang Rapat Umum Pemegang Saham 
Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media telekonferensi. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua 
pihak yang berkepentingan dalam pembuatan pernyataan keputusan 
rapat atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas 
yang dilakukan melalui media telekonferensi. 
b. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru 
kepada penulis menganai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat 
berguna bagi penulis maupun orang lain di kemudian hari.
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas 
Konsep Perseroan Terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPT. 
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan berdasarkan Pasal 
tersebut adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 
didirikan berdasarkan pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 
pelaksanaannnya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan 
modal, yaitu terbagi dalam saham dan istilah “terbatas” menunjuk pada 
batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal 
saham yang dimilikinya pada Perseroan Terbatas itu. Pemegang saham 
dalam kaitannya dengan tanggung jawab perseroan hanya terbatas pada 
nilai nominal semua saham  yang dimilikinya.
11
 
Perseroan Terbatas merupakan badan hukum namun ia  tidak dapat 
melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak 
dengan perantara orang alamiah, tetapi orang alamiah tersebut tidak 
bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan 
hukum.
12
  Perseroan Terbatas (perseroan) adalah subyek hukum yang tidak 
berjiwa dan ada karena diciptakan oleh manusia (artificial person). Posisi 
perseroan sebagai subyek hukum memberikan kedudukan perseroan sama 
seperti manusia pada umumnya dalam bidang hukum. Perseroan dapat 
melakukan perbuatan hukum, menuntut atau dituntut di pengadilan. 
Perseroan tidak mempunyai jiwa sehingga harus membentuk pengurus 
perseroan  agar perseroan dapat menjadi subyek hukum seutuhnya. 
Pengurus perseroan akan menjadi organ perseroan yang bertugas membantu 
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perseroan untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajiban perseroan.
13
 
Organ Perseroan Terbatas meliputi:  
a.  Rapat Umum Pemegang Saham  
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau yang dalam bahasa 
Inggris  disebut dengan istilah General Shareholder’s meeting dan 
dalam bahasa Belanda disebut dengan Algemene Vergadering Van 
Andeelhouders, merupakan salah satu organ perusahaan (corporate 
body) dalam suatu Perseroan Terbatas di samping dua organ lainnya 
berupa Direksi dan Komisaris.
14
 
Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang 
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan /atau 
anggaran dasar. Jabatan pemegang saham di dalam perseroan bukanlah 
pemegang kedaulatan tertinggi namun sering kali digunakan untuk 
mempengaruhi kebijakan perseroan, sehingga di dalam perseroan 
seharusnya pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali, 
namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT 
apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang 
dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini berarti kehendak 
bersama para pemegang saham adalah kehendak perseroan yang paling 
tinggi dan tidak dapat ditentang oleh siapa pun kecuali keputusan RUPS 
itu melanggar akta pendirian atau anggaran dasar. Kekuasaan RUPS 
merupakan kekuasaan tertinggi, maka keputusan RUPS tersebut 
merupakan kekuasaan tertinggi dari Perseroan, melebihi dari keputusan 
Direksi atau Komisaris, seperti terlihat dalam kutipan berikut ini:
 15 
Wujud kongkrit kekuasaan tertinggi yang ada pada forum RUPS 
tersebut terjelma di dalam keputusan yang telah diambil dalam 
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forum RUPS tersebut. Keputusan yang telah diambil oleh para 
pemegang saham dalam forum RUPS merupakan hukum yang 
paling tinggi bagi Perseroan dan wajib dipatuhi oleh kedua organ 
lainnya (Direksi dan Komisaris) tanpa reserve selama keputusan 
tersebut tidak menyalahi ketentuan akta pendirian/ anggaran 
dasar, UU Negara dan kesusilaan atau ketertiban umum. 
 
1) Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham 
RUPS diselenggarakan sesuai dengan Pasal 76 UUPT yang 
menyatakan bahwa :  
(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di 
tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang 
utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.  
(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat 
kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.  
(3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Republik 
Indonesia.  
(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua 
pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui 
diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS  dapat 
diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) RUPS sebagainama dimaksud  pada ayat (4) dapat 
mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui 
dengan suara bulat.  
 
Selanjutnya diterangkan dalam Pasal 77 bahwa:  
(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui 
media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media 
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta 
RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung 
serta berpartisipasi dalam rapat.  
(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan 
keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam 
anggaran dasar Perseroan.  
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 
berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana 
dimaksud  ayat (1).  
(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui 
dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.  
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2) Proses Pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 
Ketentuan mengenai Notulen/ Risalah RUPS ditegaskan 
dalam Pasal 90 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yakni : 
(a) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan 
ditandatangani   oleh ketua rapat dan paling sedikit 1(satu) orang 
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 
(b) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta 
Notaris. 
Berpedoman pada Pasal 90 Nomor 40 Tahun 2007 tersebut diatas, 
Risalah RUPS dapat dibuat dengan 2(dua) cara, yaitu :
16
 
a) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham di bawah tangan 
(underhand) yang dibuat dan disusun sendiri oleh direksi 
perseroan. 
Risalah RUPS yang dibuat secara dibawah tangan bisa 
disebut notulen atau risalah. Cara ini dipilih oleh direksi dan/ 
atau pemegang saham perseroan apabila agenda RUPS tahunan 
hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap hanya 
berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan-
keputusan dari RUPS tersebut tidak memerlukan persetujuan dari 
atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonseia, sehingga menurut 
pertimbangan Direksi dan/ atau para pemegang saham Perseroan 
Notulen/ RisalahRUPS tersebut tidak harus berbentuk akta 
otentik. 
b) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara akta notaris (akta 
otentik) yang dibuat dan disusun oleh notaris. 
Notulen/ Risalah yang dibuat Notaris disebut berita acara. 
Cara ini dipilih oleh direksi dan/ atau pemegang saham perseroan 
apabila agenda RUPS Tahunan tidak hanya membahas dan 
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memutuskan hal-hal  yang hanya berlaku di dalam lingkungan 
Perseroan sendiri, tetapi juga memutuskan hal-hal yang harus 
dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan 
diberitahukan kepada Menteri sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 
b. Direksi 
Pasal 1 ayat (5)  UUPT disebutkan bahwa direksi adalah organ 
perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 
pengurusan perserroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan 
maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalan 
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 
Direksi sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan perseroan 
memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena 
itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang 
anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh 
Direksi sendiri. Direksi adalah orang perseorangan yang diangkat oleh 
Perseroan,yaitu orang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali 
dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah: 
1) Dinyatakan pailit; 
2) Menjadi anggota direksi atau  anggota Dewan Komisaris yang 
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit; atau 
3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 
Negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.  
Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UUPT dapat dinyatakan batal 
karena hukum, sejak saat anggota direksi lainnya atau Dewan 
Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Jumlah 
direktur dalam perseroan sangat tergantung dari kepentingan dan 
kebutuhan perseroan yang bersangkutan. Direksi harus selalu bertindak 
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berdasarkan itikad baik dengan mengacu pada informasi yang cukup 
dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya.
17
 
c. Dewan Komisaris  
Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas 
melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan 
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.  Komisaris 
sebagai organ disebut Dewan Komisaris.  Komisaris sebagai orang 
perorangan disebut anggota komisaris. Berdasarkan Pasal 108 UUPT, 
Dewan Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan untuk 
kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan 
atas  kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik 
mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan member nasihat 
kepada direksi. Dewan Komisaris dapat terdiri atas satu orang anggota 
atau lebih. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari satu orang 
anggota merupakan majelis dan setiap  anggota Dewan Komisaris tidak 
dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan 
Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan 
menghimpun dan / atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang  
menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan 
terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan 
Komisaris. 
 
2.Tinjauan Umum tentang Notaris 
a. Pengertian, Kewenangan dan Kewajiban Notaris 
Semula notaris di Indonesia diatur di dalam Reglement op het 
notarisambt in Nederlands Indie atau yang biasa disebut Peraturan 
Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 
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(Staatsblad 1860 Nomor 3).
18
 Menurut Pasal 1 Reglement op het 
Notarisambt In Indonesie Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan 
Jabatan Notaris di Indonesia, yang dimaksud dengan Notaris adalah 
pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta 
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang 
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan 
dikehendaki atau dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin 
kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse 
(salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan 
akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
19
  Jabatan notaris diatur 
pula dalam: 
1) Ordonantie tanggal 16 September 1931, Tentang Honorarium 
Notaris; 
2) Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 1954, Tentang Wakil Notaris dan 
Wakil Notaris Sementara. 
Banyak ketentuan-ketentuan dalam peraturan jabatan notaris 
dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga diundangkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 
Oktober 2004 yang kemudian dirubah lagi dengan diundangkan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 3 pada tanggal 15 Januari 2014. 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Notaris adalah pejabat 
umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pada Pasal 1 angka 
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1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
(selanjutnya disebut UUJN-P), Notaris adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau 
berdasarkan undang-undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh 
Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang 
yang dijalankan oleh Notaris. Notaris memiliki tugas sebagai pejabat 
umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta 
kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris 
atau berdasarkan undang-undang lainnya. 
Penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris diterangkan 
pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. 
Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. 
Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja 
karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga 
karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan 
hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan 
perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi 
masyarakat secara keseluruhan.
20
 Wewenang notaris diatur dalam Pasal 
15 UUJN-P yaitu: 
(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta 
autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, 
menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan 
Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga 
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 
lain yang ditetapkan oleh undang-undang.  
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(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Notaris berwenang pula: 
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 
tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 
khusus; 
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 
buku khusus; 
c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan 
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan 
dalam surat yang bersangkutan; 
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 
aslinya; 
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 
pembuatan Akta; 
f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 
g. Membuat Akta risalah lelang. 
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 
 
Wewenang Notaris menurut G.H.S. Lumban Tobing meliputi 4 
hal, yaitu :
21
 Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta 
yang dibuat itu; Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-
orang untuk kepantingan siapa akta itu dibuat; Notaris harus berwenang 
sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat; Notaris harus 
berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 
Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus 
sebagai akta otentik, apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak 
terpenuhi dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di 
bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. 
Selain kewenangan, Notaris juga mempunyai kewajiban yang diatur 
dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UUJN-P yaitu: 
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : 
a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, 
dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 
perbuatan hukum; 
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b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan 
menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; 
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap 
pada Minuta Akta; 
d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan 
Akta berdasarkan Minuta Akta; 
e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; 
f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang 
dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna 
pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, 
kecuali undang-undang menentukan lain; 
g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan 
menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima 
puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tersebut dapat dijilid 
menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta 
Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap 
buku; 
h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar 
atau tidak diterimanya surat berharga; 
i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat 
menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan; 
j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam 
huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke 
pusat daftar wasiat pada kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum 
dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap 
bulan berikutnya; 
k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar 
wasiat pada setiap akhir bulan; 
l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing 
negara Republik Indonesia dan pada ruang yang 
melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat 
kedudukan yang bersangkutan; 
m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri 
oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) 
orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah 
tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 
penghadap, saksi, dan Notaris; dan 
n. menerima magang calon Notaris. 
(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal Notaris 
mengeluarkan Akta in originali. 
21 
 
 
 
Pejabat umum dalam hal ini notaris harus sedapat mungkin 
menjalankan tugas jabatannya dengan baik yaitu : 
22
 
a) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar 
sesuai dengan ketentuan umum. Hal ini berarti akta yang dibuat itu 
memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak yang 
berkepentingan.  
b) Berdampak positif, artinya akta notaris itu mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna.   
b. Akta Notaris 
Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan  sebagai alat 
pembuktian mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan 
masyarakat modern ini, dimana akta sebagai dokumen tertulis yang 
dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari 
hak atau perikatan.  Kata akta menurut S. J. Fachema Andreaeberasal 
dari bahasa latin “acta” yang berarti “geschrift” atau surat.23 
Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” 
atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed” menurut 
pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:  
1) Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling).  
2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan 
sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang 
ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.  
Pengertian akta menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 
adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang 
berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua 
belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya 
sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat 
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itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta 
itu. 
Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, 
pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang 
dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh 
pejabat resmi. Akta menurut Sudikno Mertokusumo adalah surat sebagai 
alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa 
yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak 
semula dengan sengaja untuk pembuktian.
24
 Akta adalah suatu tulisan 
yang memang dengan sengaja dibuat atau dijadikan bukti tentang suatu 
peristiwa dan ditanda-tangani oleh pihak-pihak yang membuatnya. 
Unsur-unsur yang penting dalam suatu akta adalah kesengajaan untuk 
menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. 
Seseorang dengan membubuhkan tanda-tangannya, dianggap 
menanggung dan menjamin tentang kebenaran apa yang ditulis dalam 
akta tersebut atau bertanggung jawab tentang apa yang ditulis dalam akta 
itu.
25
 Akta menurut Subekti adalah suatu tulisan yang memang dengan 
sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan 
ditandatangani.
26
 Menurut A. Pitlo, seorang ahli hukum, mengemukakan 
bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk 
dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk 
keperluan siapa surat itu dibuat.
27
 Dari beberapa pengertian mengenai 
akta oleh para ahli hukum, maka  untuk  dapat dikatakan sebagai akta, 
suatu surat harus memenuhi syarat-syarat :   
28
 
1) Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta 
yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh 
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orang lain. Jadi tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri atau 
mengindividualisir sebuah akta ;  
2) Surat  harus  memuat  peristiwa  yang  menjadi dasar  sesuatu hak 
atau peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan yang 
dapat menjadi bukti yang diperlukan ;   
3) Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti, maksudnya dimana 
di dalam surat tersebut dimaksudkan untuk pembuktian suatu 
peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak atau perikatan. 
Akta memiliki 2 (dua) fungsi  penting,  yaitu fungsi formil 
(formalitas causa) dan fungsi alat bukti (probationis causa). Fungsi 
formil (formalitas causa) berarti bahwa untuk lengkapnya atau 
sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah 
dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti (probationis causa) akta itu dibuat 
semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat 
tertulisnya suatu  perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya 
perjanjian, tetapi agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian 
hari.
29
 Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang 
memuat akta yang menguraikan secara otentik sesuatu yang dilakukan 
atau suatu keadaan yang dilihat oleh pembuat akta itu, yakni notaris itu 
sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.
30
 
Akta mempunyai dua macam yaitu akta otentik dan akta di 
bawah tangan, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867 
KUHPerdata yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-
tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Ada  
beberapa  perbedaan  dari akta otentik dengan  akta di bawah tangan, 
yaitu  :  
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1) Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti sebagaimana akta yang 
dibuat oleh notaris sedangkan untuk akta di bawah tangan mengenai 
tanggal tidak selalu demikian;   
2) Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan 
eksekutorial seperti putusan pengadilan, sedangkan akta di bawah 
tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;   
3) Kemungkinan hilangnya akta di bawah tangan lebih besar daripada 
akta otentik.    
Selain perbedaan yang telah diuraikan di atas, akta otentik dan 
akta di bawah tangan juga ada perbedaan dalam kekuatan 
pembuktiannya. Kalau  akta otentik mempunyai tiga kekuatan 
pembuktian yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan, yaitu  :   
1) Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht) yaitu 
kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan bahwa akta 
tersebut adalah akta otentik, dimana kata-kata dalam akta tersebut 
berasal dari pejabat umum (notaris).   
2) Kekuatan pembuktian formal (formele bewijskracht) yaitu dimana 
notaris menyatakan di dalam aktanya mengenai kebenaran dari isi 
akta tersebut sebagai hal yang dilakukan dan disaksikan sendiri oleh 
notaris dalam menjalankan jabatannya.   
3) Kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht)   yaitu tidak 
hanya kenyataan bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan 
oleh akta tersebut, akan tetapi juga mengenai isi dari akta dianggap 
dibuktikan sebagai kebenaran terhadap setiap orang.  
Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian formal (formele 
bewijskracht), karena akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang 
disaksikan meliputi apa yang dilihat, didengar dan dilakukan sendiri oleh 
notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya. Untuk 
akta yang dibuat di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya hanya 
meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tandatangan 
diakui oleh yang menandatangani. Kekuatan pembuktian formal 
25 
 
 
 
menjamin kebenaran kepastian tanggal akta, kebenaran tandatangan 
dalam akta, identitas orang-orang yang hadir (comparaten) dan tempat di 
mana akta itu dibuat. Kekuatan pembuktian material (materiele 
bewijkracht) sepanjang diakui benar oleh para pihak, mengenai apa yang 
tercantum dalam akta.  
Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan 
hukum privat, notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat 
akta-akta otentik.
31
 Akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang 
kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga notaris yang secara khusus 
berwenang membuat akta-akta otentik, demikian menempati kedudukan 
yang penting dalam kehidupan hukum.
32
 Notaris mempunyai 4 (empat) 
kewenangan sehubungan dengan pembuatan akta, yaitu :  
1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang 
dibuatnya.  Tidak setiap pejabat umum dapat membuat akta akan 
tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta tertentu 
yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan;   
2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk 
kepentingan siapa akta tersebut dibuat.  Seorang notaris tidak 
berwenang untuk membuat akta yang ditujukan kepada notaris 
sendiri, istrinya/ suaminya, atau orang lain yang mempunyai 
hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan 
maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 
dan/atau ke atas tanpa batas, serta garis keturunan ke samping derajat 
ke tiga, serta menjadi pihak untuk untuk diri sendiri maupun dalam 
suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa, hal tersebut untuk 
mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan;   
3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta 
itu dibuat.  Bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah 
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jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan notaris 
berwenang untuk membuat akta otentik sedangkan akta yang dibuat 
di luar daerah jabatannya maka aktanya menjadi tidak sah ;  
4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuat akta 
itu. Sebab notaris tidak berwenang untuk membuat akta apabila 
notaris masih cuti atau telah dipecat dari jabatannya serta sebelum 
melaksanakan sumpah jabatan notaris tidak berwenang untuk 
membuat akta. 
Jika salah satu dari keempat syarat tersebut di atas ada yang tidak 
terpenuhi maka aktanya tidak otentik dan hanya berlaku sebagai akta di 
bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap. 
Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta  yang 
memuat secara otentik sesuatu yang dilakukan atau suatu keadaan yang 
dilihat oleh pembuat akta itu, yakni Notaris itu sendiri, di dalam 
menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
33
 Akta notaris dapat juga 
berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang 
dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan 
atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam melaksanakan 
jabatannya dan untuk keperluan tersebut pihak lain itu sengaja datang di 
hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatannya itu dituangkan oleh 
notaris ke dalam suatu akta otentik. Pasal 1 angka 7  UUJN-P 
menyatakan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah 
akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk 
dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta otentik 
seperti yang dijelaskan pada Pasal 1868 KUHPerdata
34
, yaitu: 
 Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan 
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pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di 
mana akta dibuatnya. 
Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta 
otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta 
otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur 
dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu:  
1) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (tenberstaan) 
seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta  Notaris  yang isinya 
mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan  
Notaris  sebagai pejabat umum.  
2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-
Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi 
syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya 
mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta 
tersebut ditandatangani oleh para penghadap (comparanten)  
3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus 
mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang 
Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di 
dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris 
membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka 
akta yang dibuatnya menjadi tidak sah. 
Menurut C.A.Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai 
berikut:
35
 
1) Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan 
bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam 
tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan 
tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh 
pejabat yang bersangkutan saja.  
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2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari 
pejabat yang berwenang.  
3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; 
ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-
kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat 
dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan 
pejabat yang membuatnya)  
4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan 
pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan 
jabatannya.  
5) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah 
hubungan hukum di dalam bidang hukum privat. 
Dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata 
maka bentuk akta otentik ada dua, yaitu:  
36
 
1) Akta Partij atau akta pihak yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris. 
Artinya, akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak 
yang menghadap  Notaris,  dan keterangan atau perbuatan itu agar 
dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta.  
2) Akta Relaas atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh  Notaris  
sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang 
semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan 
oleh Notaris sendiri. Misalnya berita acara RUPS. 
Perbedaan kedua bentuk akta di atas dapat dilihat dari bentuk akta-
aktanya, partij akta (dibuat di hadapan notaris) ada keharusan tanda 
tangan dari penghadap sedangkan hal tersebut tidak merupakan suatu 
keharusan pada akta relaas (dibuat oleh notaris).  Perbedaan kedua 
bentuk akta tersebut berpengaruh dalam kaitannya dengan pemberian 
pembuktian sebaliknya terhadap isi akta. Untuk akta relaas hanya dapat 
digugat jika akta tersebut palsu, sedangkan pada partij akta dapat digugat 
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mengenai isi dari akta tersebut tanpa menuduh kalau aktanya palsu.  
Akta yang dibuat oleh (door een) notaris, yang dinamakan “Akta 
Relaas” (relaas acta) atau “Akta Pejabat” (ambtelijke akten) atau “Akta 
Berita Acara” ini berbeda sekali dengan Akta Pihak. Akta Relaas ini 
isinya bukan merelatir kehendak pihak, tetapi mencatat segala peristiwa 
yang dilihat, didengar, dan dirasakan dari pelaksanaan jalannya rapat 
atau acara yang diliput.
37
  
Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat 
mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu 
perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur 
tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang 
berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, 
yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan 
suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan 
dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan 
perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan 
sebab yang tidak dilarang. 
Hubungan dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu 
jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat 
subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan 
(vernietigbaar) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau 
yang berkepentingan. Pembatalan karena ada permintaan dari pihak yang 
berkepentingan, seperti orang tua, wali atau pengampu disebut 
pembatalan yang relatif atau tidak mutlak.
38
 
Ketentuan tersebut di atas maka untuk akta partij penandatangan 
oleh para pihak merupakan suatu keharusan, untuk akta relaas tidak 
menjadi soal apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk 
menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan berita acara rapat 
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para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, orang-orang yang 
hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka 
notaris cukup menerangkan didalam akta, bahwa para pemegang saham 
yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu 
dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik. 
Penghadap dalam akta notaris  adalah mereka yang datang 
menghadap kepada notaris untuk pembuatan akta, bukan mereka yang 
diwakili untuk suatu jabatan atau kedudukan. Seorang suami yang turut 
hadir dalam pembuatan akta untuk membantu istrinya adalah penghadap 
dalam arti kata undang-undang.
39
  Seorang penghadap dalam akta notaris 
dapat bertindak untuk :   
a) Dirinya sendiri, artinya perbuatan hukum yang dilakukan 
dimaksudkan untuk dirinya sendiri, dan akta yang dibuatnya itu 
digunakan sebagai bukti bahwa ia telah meminta dibuatkan akta itu 
untuk kepentingan sendiri.   
b) Mewakili kepentingan orang  lain dengan perantaraan kuasa,artinya 
yang menjadi pihak (partij) dalam akta tersebut mewakili 
kepentingannya melalui perantaraan orang lain, baik melalui kuasa 
tertulis ataupun dengan kuasa lain.   
c)  Mewakili jabatan atau kedudukan, artinya apabila seseorang 
menyatakan, bahwa ia bertindak di dalam akta yang 
bersangkutanbukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk orang 
lain. Misalnya seorang ayah yang menjalankan kekuasaan sebagai 
orang tua terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur, wali 
untuk mewakili anak yang berada dibawah perwaliannya, direksi dari 
suatu Perseroan Terbatas.   
 
3.Tinjauan Umum tentang Telekonferensi 
Kemajuan teknologi akhir-akhir ini menimbulkan banyak kemajuan 
di segala bidang, termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lainnya. 
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Aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan 
teknologi yang sedemikian pesat. Sebenarnya aktivitas dunia maya sangat 
luas mencakup banyak hal dan di berbagai bidang. Melalui media elektronik 
masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas 
dari keadaan, tempat dan waktu. 
40
 Disadari atau tidak kemajuan teknologi 
yang merupakan hasil dari proses pembangunan telah membawa fenomena 
baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, dan 
tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi terbesar yang mengubah nasib jutaan 
manusia dan kehidupan modern dewasa ini adalah ditemukannya komputer, 
yang segera disusul oleh berkembang pesatnya teknologi informasi yang 
dapat dilihat dari hadirnya teknologi informasi melalui internet 
(interconnection network). 
41
 
Teknologi Informasi (Information technology) memegang peranan 
yang penting, baik di masa kini atau masa yang akan datang. Teknologi 
informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi 
negara-negara di dunia. Ada banyak hal yang membuat teknologi informasi 
begitu penting dan hal itu dikarenakan bahwa teknologi informasi memacu 
pertumbuhan ekonomi dunia. Perluasan teknologi ini ada beberapa hal yang 
dapat diperhatikan:  
42
 
a. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua 
tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau 
perusahaan (komersial) dengan segala aktifitasnya.  
b. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang 
mencakup perencanaan, organisasi dan operasi kegiatan suatu industri 
atau perusahaan; maka teknologi tidak hanya terdiri dari scientific 
knowledge , tetapi pengetahuan bisnis atau organisasi.  
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c. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak 
berwujud.  
Teknologi informasi membawa dampak kompleksitas pada sebuah realitas 
virtual yang memecahkan kebuntuan yang dimiliki oleh kehidupan nyata 
mengenai konsep ruang dan waktu. Realitas virtual memungkinkan orang 
yang berada di dalamnya berada pada tempat dan waktu yang berbeda. 
Hakikat terminologi telekomunikasi adalah “ komunikasi jarak jauh”. 
Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa latin communis yang berarti 
sama. Jadi jika kita berkomunikasi itu berarti kita mengadakan kesamaan, 
dalam hal ini kesamaan pengertian atau makna. Seorang sarjana Amerika 
Carl I Hovland, mengemukakan bahwa komunikasi adalah: “the process by 
which an individuals (the communicator)transmits stimuli (usually verbal 
symbols) to modify the behavior of other individuals (communicatees)”. 43 
Proses dalam melakukan penyampaian maksud dan tujuan untuk 
menyamakan kehendak itu dapat dilakukan secara langsung (face to face) 
atau menggunakan sarana. Alat bantu (teknologi) dimanfaatkan sebagai 
sarana untuk komunikasi jarak jauh Sarana itu dimulai dengan cara yang 
sederhana, seperti media asap sampai dengan teknologi canggih yang dapat 
berbentuk suara, gambar, tanda, kode, signal, atau intelegensi, baik yang 
melalui kabel, tanpa kabel atau sistem elektronik lainnya.   
Telekomunikasi memberikan akses mengenai pengiriman, 
pemancaran dan atau penerimaan tanda-tanda, signal, tulisan, gambar dan 
suara atau informasi melalui kawat (kabel), radio, optik atau sistem 
elektromagnetik lainnya. Perkembangan dunia telekomunikasi mengalami 
perluasaan wilayah dengan dipergunakan internet sebagai sarana 
komunikasi. Percepatan inovasi sekarang dimungkinkan karena 
terintegrasinya  seluruh kemampuan berpikir dan daya imajinasi manusia ke 
dalam sebuah jaringan internet. Jaringan internet menjadi semacam 
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jembatan penghubung telepatis dari manusia ke manusia lainnya dengan 
kecepatan cahaya menembus batas waktu dan batas negara.
44
   
Telekonferensi menurut kamus istilah teknologi informasi adalah:
45
 
Pertemuan yang dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih yang 
dilakukan melalui telefon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut 
dapat hanya menggunakan suara (audio conference) atau 
menggunakan (video conference) yang memungkinkan peserta 
konferensi saling melihat. 
 
Konferensi juga dimungkinkan menggunakan whiteboard yang sama 
dan setiap peserta mempunyai kontrol terhadapnya, juga berbagi aplikasi. 
Produk yang mendukung telekonferensi pertama melalui internet adalah 
NetMeeting yang dikeluarkan oleh Microsoft. Telekonferencing adalah 
konferensi (rapat) jarak jauh atau komunikasi interaktif antara 2 (dua) orang 
atau lebih yang terpisah secara geografis.
46
 
Telekonferensi adalah komunikasi antara orang-orang (pihak-pihak) 
yang berjauhan meliputi komunikasi suara dan gambar. Telekonferensi 
dapat dipakai sebagai alat komunikasi bagi dua pihak pada tempat yang 
berbeda memakai komputer yang telah tersambung dengan internet 
menggunakan modem yang terhubung dengan satelit. Selain itu pada kedua 
tempat tersebut terdapat kamera yang akan merekam gambar yang ada di 
kedua tempat dan rekaman gambar dihubungkan dengan komputer. Kedua 
komputer tersebut akan memakai jaringan ISDN (Integrated Service Digital 
Network). Telekonferensi berbasis ISDN ini adalah layanan telekonferensi 
yang menggunakan jaringan  Integrated Service Digital Network  sebagai 
media komunikasinya sesuai dengan standar H.320.
47
 Telekonferensi 
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menggunakan berbagai teknologi dan kombinasi dari teknologi, telah 
menjadi bentuk dimediasi penting dari pembelajaran jarak jauh. 
48
 
ISDN (Integrated Service Digital Network) diterjemahkan dalam 
bahasa Indonesia menjadi Jaringan Digital Pelayanan Terpadu (JDPT), 
berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 
KM.92/Pr.301/MPPT-95 tentang Tarif Jasa Jaringan Pelayanan Terpadu 
Dalam Negeri, menyatakan bahwa “Jasa Jaringan Digital Terpadu (JDPT) 
yang dalam bahasa Inggris disebut Integrated Service Digital Network 
(ISDN) adalah jasa telekomunikasi suara dan secara terpadu yang dilakukan 
melalui jaringan telekomunikasi berbasis teknologi  digital”. 
Ciri spesifik telekonferensi yang memiliki nuansa hukum yaitu 
pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum misalkan 
pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau 
telekonferensi yang dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan 
atau kesaksian (misalkan dalam perkara pidana). Adanya dampak inilah 
yang membedakan telekonferensi biasa dengan telekonferensi memiliki 
dampak atau nuansa hukum.  
49
 
RUPS melalui media telekonferensi sangat erat kaitannya dengan 
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik maupun hasil cetaknya. 
UU ITE mengatur mengenai dokumen elektronik dan penandatanganan 
secara elektronik yang dianggap sah sehingga memiliki kekuatan hukum 
sebagai alat bukti. 
 Ketentuan Umum   UU ITE dijelaskan beberapa definisi sebagai 
berikut: 
a. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,  
diteruskan, dikirimkan,diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,    
digital,   elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,yang dapat dilihat, 
ditampilkan,  dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem 
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Elektronik,termasuk tetapi  tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 
peta, rancangan, foto  atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, 
simbol atau perforasi yang  memiliki makna atau arti atau dapat 
dipahami oleh orang yang mampu  memahaminya. 
b. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi 
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi 
Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 
autentikasi. 
 
4.Tinjauan Umum tentang Peristiwa Hukum 
Pengertian peristiwa dalam bahasa Indonesia peristiwa diartikan 
sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan 
kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau 
kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari 
peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. 
Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang 
ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum.
50
 
Peristiwa hukum menurut Van Apeldoorn ialah suatu peristiwa yang 
didasarkan hukum meninmbulkan atau menghapuskan hak. Pengertian yang 
lebih mudah dipahami peristiwa hukum atau kejadian hukum 
atau rechtsfeit adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh 
hukum. Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang 
menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan 
yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci kita 
bisa mengatakan sebagai berikut: apabila dalam masyarakat timbul suatu 
peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam 
peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa 
tersebut.
51
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Peristiwa hukum dapat digolongkan atau dibagi dalam dua jenis, 
yaitu: 
52
 
a. Peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum (perbuatan manusia) 
adalah perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat 
menimbulkan akibat hukum, contoh: jual beli dan lainya. 
b. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum (peristiwa yang 
bukan perbuatan manusia) adalah semua peristiwa yang tidak timbul 
karena perbuatan subyek hukum, akan tetapi apabila terjadi 
dapat  menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, contoh kematian 
secara wajar. 
 
5.Tinjauan Umum tentang Teori Kepastian Hukum 
Teori dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa 
gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.
53
 Kerangka teori merupakan 
landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat 
kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud 
adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis sebagai 
pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.
54
 Fungsi teori dalam penelitian 
tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala 
yang diamati.
55
 
Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang 
menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan 
beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah 
produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisis 
aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 
bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama 
individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 
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menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan 
tindakan terhadap individu. Kepastian hukum timbul karena adanya aturan 
itu dan pelaksanaan aturan tersebut. 
56
 
Teori Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan 
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Asas Kepastian 
Hukum atau disebut juga dengan asas pacta sun servanda merupakan asas 
yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian.  Suatu negara hukum 
yang memiliki kedudukan tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan dalam 
hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang 
berorientasi pada 3 hal yaitu:  
c. Kepastian Hukum   
d. Keadilan 
e. Daya Guna atau Kemanfaatan  57 
Seorang notaris dalam melakukan tugas-tugasnya adalah semata-
mata untuk menciptakan kepastian hukum adalah melegalkan kepastian 
hak dan kewajiban, untuk dapat menjaga setiap kepentingan manusia agar 
tidak diganggu dan terjamin kepastiannya, harus selalu perpegang kepada 
peraturan perundang-undangan. 
Tujuan hukum yang mendekati realities adalah kepastian hukum dan 
kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian 
hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, 
dan sekiranya dapat dikemukan bahwa “summum ius, summa injuria, summa 
lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, 
kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun 
keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan 
hukum yang paling substanti adalah keadilan.
58
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Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, 
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan 
apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan 
hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya 
aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
59
 
Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik 
yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang 
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, 
karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. 
Tujuan hukum bagi penganut aliran ini, tidak lain dari sekedar menjamin 
terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh 
hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang 
bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa 
hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, 
melainkan semata-mata untuk kepastian.
60
 
Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat 
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian 
diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi 
masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut 
dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya 
hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah 
tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang 
bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk 
konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti 
hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.
61
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Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa 
yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan 
dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel 
terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan 
dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum 
bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan 
ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak 
dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum 
tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat 
dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.
62
 
Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan 
penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun 
yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi 
adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak 
tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan 
semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional 
materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk 
mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat 
memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang 
tersebut secara efisien dan efektif. Sinkronisasi peraturan perundang-
undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 
a. Sinkronisasi Vertikal Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak 
saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut Undang-
undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan 
hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;  
3) Peraturan Pemerintah;  
4) Peraturan Presiden;  
5) Peraturan Daerah; 
 Sinkronisasi vertical harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-
undangan tersebut di atas dan harus juga diperhatikan kronologis tahun 
dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan.Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat 
apakah suatu peraturan perundanganundangan yang berlaku bagi suatu 
bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan 
lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan 
perundang-undangan yang ada. 
b. Sinkronisasi Horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai 
peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang 
yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan 
secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara 
horizontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana 
perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai 
keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang 
yang sama. 
Teori kepastian hukum ini digunakan untuk menjawab rumusan 
masalah ke-1 (satu) pada penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
teori hukum ini ingin berusaha menjawab bagaimana mekanisme rapat 
umum pemegang saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui 
telekonferensi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 
Tahun 2007. 
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6.Tinjauan Umum tentang Teori Hukum Murni 
Pada tesis ini menggunakan aliran Positivisme Hukum yang 
dipelopori oleh Hans Kelsen, dengan konsep hukumnya yaitu “Teori Hukum 
Murni”. Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum Murni adalah:63 
Bahwa Teori Hukum Murni adalah teori hukum positif. Ia 
merupakan teori tentang hukum positif umum, bukan tentang tatanan 
hukum khusus. Ia merupakan teori hukum umum, bukan penafsiran 
tentang norma hukum nasional atau intemasional tertentu namun ia 
menyajikan teori penafsiran. Sebagai sebuah teori, ia terutama 
dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan tujuannya. Teori 
ini berupaya menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana ia 
ada, bukan bagaimana ia semestinya. Ia disebut teori hukum murni 
lantaran ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek 
penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkut-paut dengan 
hukum. Yang menjadi tujuannya adalah membersihkan ilmu hukum 
dari unsur-unsur asing. Inilah landasan metodologis dari teori itu. 
Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai 
yang bersifat subyektif. Suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa 
suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan 
sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, 
yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh pengusa atau 
pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut 
dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan-
kebutuhan manusia manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab 
dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah 
pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab 
itu bersifat subyektif.
64
 Hans Kelsen dalam teori hukum murni menjelaskan 
bahwa adalah terdiri dari sistem norma dan mempunyai hirarki dimana 
norma yang lebih bawah harus mengacu pada norma yang lebih atas dan 
norma tertinggi disebut norma dasar (basic norm).
65
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Teori hukum murni ini menurut Kelsen adalah sebuah teori hukum 
yang bersifat positif, sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa teori 
hukum ini ingin berusaha menjawab pertanyaan tentang “apa hukum itu?”. 
Teori ini mengkonsentrasikan pada hukum saja dan menginginkan lepas 
dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, dengan atas dasar bahwa ilmu 
hukum berdiri sendiri.
66
 Kelsen sekali lagi ingin memisahkan pengertian 
hukum dari segala unsur yang berperan dalam pembentukan hukum seperti 
unsur-unsur psikologi, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika.
67
 
Semua unsur ini termasuk ide hukum atau isi hukum. Isi hukum tidak pernah 
lepas dari unsur politik, psikis, sosial budaya dan lain-lain. Sehingga 
pengertian hukum menurut Hans Kelsen adalah hukum dalam konteks 
formalnya, yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis, itulah 
hukum yang benar menurut perspektif teori hukum murni (das reine Recht). 
Hukum positif sadar atau tidak sadar akan tunduk pada teori hukum 
walaupun teori hukum mempunyai ruang lingkup sendiri tetapi dengan 
adanya gejala-gejala baru yang timbul, teori hukum akan dapat “memaksa” 
untuk dilakukan peninjauan atau pembaharuan hukum. Teori hukum 
memberi bentuk dan mengejawantahkannya ke dalam hukum positif. 
Singkat kata, teori adalah pertanyaan atas kebenaran, merupakan suatu 
ajaran dan pengetahuan tetapi bukan suatu perintah atau apa yang harus 
dilakukan oleh pembentuk undang-undang.
68
 
Teori hukum murni dari Hans Kelsen ini digunakan untuk menjawab 
rumusan masalah ke-2 (dua) pada penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa teori hukum ini ingin berusaha menjawab bagaimana keabsahan 
pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas 
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yang dilakukan melalui media telekonferensi berdasarkan hukum positif di 
Indonesia 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian dengan topik 
yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret 
 Judul : Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Cyber Notary di 
Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
Penulis  : Fahma Rahman Wijanarko 
Tahun  : 2015 
Ringkasan Isi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta 
notaris sebagai alat bukti terhadap pemberlakuan cyber notary berdasarkan 
Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) dan 
hukum positif di Indonesia,serta landasan hukum yang seharusnya terkait 
dengan akta notaris terhadap pemberlakuan cyber notary. Hasil penelitian 
dan kajian diketahui bahwa kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terhadap 
pemberlakuan cyber notary berdasarkan UUJN-P dan hukum positif di 
Indonesia adalah tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta 
otentik. Landasan hukum yang seharusnya terkait dengan akta notaris 
terhadap pemberlakuan cyber notary adalah harus merubah UUJN-P dan UU 
ITE. Selain itu untuk menjamin keamanan dalam cyber notary tersebut, 
harus ada pihak ketiga atau otoritas khusus yang berwenang untuk 
memeriksa tentang kebenaran data, bersifat independen, dan dapat dipercaya 
(trusted third party), yang dalam hal ini dikenal dengan Certification 
Authority (C.A.). 
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2. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada 
 Judul : Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
Yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi Dan 
Kekuatan Pembuktiannya 
  Penulis  : Wardani Rizkianti 
  Tahun  : 2012 
Ringkasan Isi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 
mekanisme pembuatan dan kekukuatan pembuktian Akta Otentik dari 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan melalui media 
telekonferensi. Analisis terhadap data-data tersebut, diperoleh hasil sebagai 
berikut: 1).mekanisme pembuatan akta otentik RUPS telekonferensi berupa 
berita acara RUPS memiliki perbedaan dengan RUPS konvensional karena 
penghadap dan Notaris hanya bertatap muka melalui media elektronik, 
namun Akta Berita acara tersebut belum bisa dibuatkan secara elektronik 
melainkan masih secara konvensional. Pernyataan Keputusan Rapat dibuat 
dengan menunjuk kuasa dari RUPS telekonferensi kepada Notaris untuk 
menuangkannya ke dalam akta PKR, berdasarkan risalah rapat asli yang 
ditandatangani baik secara konvensional maupun secara elektronik, 2) Akta 
Berita Acara RUPS memiliki kekuatan pembuktian yang melekat 
kepadanya adalah sempurna dan mengikat, karena merupakan akta pejabat, 
maka Notaris bertanggung jawab secara formil dan materiil begitu juga 
dengan akta PKR memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan 
mengikat namun untuk tanggungjawab Notaris hanya terbatas pada 
kebenaran formil dengan tetap mengikuti ketentuan Pasal 21 ayat (7) dan 
yat (9) UUPT. 
3. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro 
 Judul : Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan 
Terbatas Melalui Telekonferensi 
 Penulis  : Muntinah 
 Tahun  : 2010 
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 Ringkasan Isi : Penelitian  ini mengkaji tentang  mekanisme pembuatan 
risalah RUPS PT yang dilakukan dengan telekonferensi dan Bagaimana 
kekuatan pembuktian dari risalah RUPS PT yang dilakukan dengan 
telekonferensi. Mekanisme pembuatan akta dari hasil RUPS yang dilakukan 
secara telekonferensi meliputi pembuatan akta oleh Notaris, kemudian 
dibacakan secara telekonferensi agar para pihak yang mengikuti RUPS dapat 
mengetahui isi akta. Setelah para pihak setuju dengan isi akta, kemudian 
dilakukan penandatanganan akta secara elektronik menggunakan digital 
signature. Kekuatan pembuktian data digital dari RUPS yang dilakukan 
secara telekonferensi adalah sah, hal ini secara tegas diatur dalam Undang 
Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. 
4. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada 
Judul : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 
Saham Secara Telekonferensi Kaitannya Dengan 
Pembuatan Akta Otentik 
Penulis  : Denny Kurniawan 
Tahun  : 2009 
Ringkasan Isi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek aplikasi 
teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS secara Telekonferensi 
dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan 
akta. Pengkajian ini lebih lanjut akan dikorelasikan dengan aspek hukum 
pembuktian. RUPS secara Telekonferensi memiliki kekuatan pembuktian 
yang sah apabila dilakukan dengan sistem elektronik yang 
operasionalisasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku seperti RUPS secara konvensional, diantaranya terkait tata cara 
pemanggilan, domisili hukum, risalah yang dibuat oleh Direksi, yang 
membedakan risalah yang dihasilkan yaitu berupa dokumen elektronik yang 
harus ditandatangani oleh para pemegang saham dengan tanda tangan digital 
yang telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang telah diakui negara. 
Teknis pelaksanaannya menggunakan sistem jaringan yang diselenggarakan 
oleh penyelenggara sistem jaringan komunikasi yang telah diakui pula oleh 
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negara. Mekanisme pembuatan akta berita acara RUPS secara telekonfernsi 
pada dasarnya adalah sama dengan pembuatan akta berita acara RUPS 
secara konvensional karena notaris turut serta hadir dalam rapat. Pembuatan 
akta pernyataan keputusan RUPS secara telekonferensi oleh notaris 
berdasarkan pada dokumen elektronik dari risalah RUPS telekonferensi yang 
dibuat Direksi dan pernyataan penghadap yang ditunjuk melalui RUPS. 
5. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada 
Judul  : Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilakukan Secara 
Telekonferensi Sebagai Alat Bukti Dalam Kaitannya 
Dengan Pembuatan Akta Otentik 
Penulis  : Dian Fitriana 
Tahun  : 2008 
Ringkasan Isi : Perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh 
ke dalam berbagai aspek kehidupan. Tak terkecuali dalam bidang hukum. 
Pemanfataan kecanggihan teknologi ini sangat berarti dalam dunia bisnis. 
Dengan perkembangan teknologi memungkinkan seseorang berkomunikasi 
dan bertatap muka tetapi tidak secara langsung (face to face) dengan 
telekonferensi. Adanya telekonferensi ini mempermudah pelaksanaan 
RUPS. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian 
dokumen elektronik dari RUPS yang dilakukan secara telekonferensi dan 
mekanisme pembuatan aktanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi mempunyai kekuatan 
sebagai alat bukti yang sah. Terdapat perluasan mengenai alat bukti dengan 
diterimanya dokumen elektronik sebagai alat bukti sebagaimana diatur 
dalam Undang Undang Internet dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik 
Undang Undang Perseroan Terbatas juga secara nyata mengakui 
pelaksanaan telekonferensi dalam penyelenggaraan RUPS. Penerimaan 
dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak secara langsung dapat 
diterapkan dalam mekanisme pembuatan akta. Hal ini berkaitan dengan 
hambatan yang berkaitan dengan persyaratan formal pembuatan akta. Cara 
yang umum dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta yang 
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mendasarkan pada telekonferensi yaitu dengan membuat Notulen atau 
Risalah rapat yang diedarkan atau biasa disebut sirkuler quotation atau 
sirkuler resolution, sehingga akta yang dibuat adalah akta pernyatan 
kehendak yang merupakan akta partij bukan akta berita acara atau akta 
pejabat.  
Perbedaan penelitian yang relevan di atas dengan penelitian yang 
dilakukan oleh penulis terletak pada hal risalah Rapat Umum Pemegang Saham 
di bawah tangan yang berbentuk dokumen elektronik sebagai dasar untuk 
Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (akta autentik). 
Perkembangan teknologi atas dokumen elektronik tersebut merupakan 
tantangan bagi Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk pembuatan akta 
autentik. Hal ini dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P tentang 
kewenangan lain notaris dalam melaksanakan tugas dalam jabatannya. Pasal 15 
ayat (3) UUJN-P menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan 
mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Pengertian 
mensertifikasi transaksi elektronik inilah yang menjadi ketidakpastian hukum 
oleh Notaris selaku pejabat yang diberikan kewenangan tersebut. Berdasarkan 
kelima penelitian yang relevan di atas, penulisi dapat menyimpulkan bahwa 
penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda, namun tetap merujuk kepada 
penelitian sebelumnya guna mencari perbandingan serta untuk mendukung 
penelitian ini. 
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C. Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran 
Keterangan kerangka pemikiran: 
Dari bagan diatas penulis ingin menjelaskan secara sederhana mengenai.  
perkembangan teknologi informasi yang diakamodir dengan lahirnya UUPT 
dengan dibukanya peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perseroan Terbatas melalui media telekonferensi sebagaimana yang tercantum 
Perkembangan Teknologi Informasi 
RUPS melalui telekonferensi 
(Pasal 77 UUPT) 
 
Risalah RUPS di 
bawah tangan yang 
berbentuk dokumen 
elektronik beserta 
tanda tangan 
elektroniknya 
Berita Acara 
Rapat Umum  
Pemegang 
Saham 
(akta autentik) 
Kewajiban 
Notaris 
( Pasal 16 
ayat (1) 
huruf m 
UUJN-P) 
 
Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat ( akta 
autentik ) 
Kepastian hukum dalam mekanisme RUPS 
melalui media telekonferensi 
Teori hukum murni terkait 
kewenangan Notaris 
(Pasal 15 ayat (3) UUJN-
P) 
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dalam Pasal 77 UUPT. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas tersebut memberikan kepastian hukum serta payung hukum bagi 
perseroan untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan 
memanfaatkan teknologi informasi. RUPS yang dahulu dilakukan di dalam satu 
ruangan yang sama dan tertutup, secara fisik mempertemukan para pemegang 
saham secara langsung (face to face) kini dengan adanya perkembangan teknologi 
informasi, RUPS dapat dilakukan dengan tidak mempertemukan para pemegang 
saham secara fisik di dalam ruangan yang sama. RUPS dapat dilakukan pada saat 
secara fisik para pemegang saham berada di tempat yang berbeda-beda dalam 
waktu yang sama, dengan memanfaatkan media telekonferensi selama para 
pemegang saham masih berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal 
ini memunculkan kendala baru dalam hal bagaimana mekanisme Rapat Umum 
Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media 
telekonferensi.  
Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham perlu diperhatikan mengingat 
keabsahan penyelenggaraan RUPS terkait keputusan/ risalah rapat yang 
dihasilkan. Pada umumnya proses pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham dimungkinkan terdapat 2 (dua) bentuk yaitu pertama, dengan akta autentik 
yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara Rapat (selanjutnya 
disebut BAR), dalam pembuatan BAR Notaris harus hadir secara langsung 
mengikuti RUPS tersebut. Permasalahan muncul ketika tidak semua para 
pemegang saham yang hadir dalam RUPS berada di tempat yang sama di mana 
Notaris tersebut hadir di dalam RUPS karena menggunakan media telekonferensi. 
Kondisi ini mengakibatkan para pemegang saham yang hadir dalam RUPS tidak 
secara keseluruhan berada di hadapan Notaris. Proses pembuatan Berita Acara 
Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi ini mengalami 
konflik norma dengan adanya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) yang 
mewajibkan Notaris hadir berhadapan langsung secara fisik dengan para 
penghadap dan saksi. Konflik norma tersebut mengakibatkan Notaris tidak dapat 
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melaksanakan kewenangannya untuk membuat akta autentik, dikarenakan rapat 
umum pemegang saham yang dilakukan melalui media elektronik tidak 
memungkinkan notaris hadir secara fisik dengan para penghadap dan saksi. 
Bentuk yang kedua  adalah dengan risalah rapat di bawah tangan yang 
dinyatakan kembali di hadapan Notaris serta dibuat dalam bentuk akta autentik 
sebagai Pernyataan Keputusan Rapat (selanjutnya disebut PKR). Proses 
pembuatan PKR yang dimana tidak menghadirkan notaris secara langsung dalam 
RUPS tersebut, melainkan hasil keputusan rapat yang berbentuk risalah rapat di 
bawah tangan yang diserahkan kepada Notaris untuk dinyatakan kembali ke 
dalam bentuk akta autentik. Risalah rapat di bawah tangan dari Rapat Umum 
Pemegang Saham yang dilakukan melalui telekonferensi berbentuk dokumen 
elektronik dengan tanda tangan elektronik. Pertanyaan-pun muncul, bagaimana 
kewenangan lainnya Notaris dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P terkait keabsahan 
dokumen elektronik untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik pernyataan 
keputusan rapat oleh Notaris. Teori hukum murni dengan aliran positivisme 
berusaha menganalisis kewenangan notaris dalam hal menerima dokumen 
elektronik yang akan digunakan sebagai acuan pembuatan akta autentik 
pernyataan keputusan rapat berdasarkan hukum positif di Indonesia. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang 
suatu kegiatan dan proses penelitian. Metode berasal dari kata “metodhos” yang 
artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang 
berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau 
objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya. Metode 
merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih 
berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan objek serta metode yang 
digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, variabel, dan masalah yang hendak 
diteliti. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan 
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 
menjawab isu hukum yang dihadapi.69 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum doktrinal. Menurut Terry Hutchinson, penelitian hukum 
doktrinal merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang 
peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis 
hubungan antara aturan, menjelaskan permasalahan dan mungkin, memprediksi 
pembangunan hukum pada masa depan.
70
 Penelitian adalah usaha untuk 
menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, 
usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.
71
 
Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
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sekunder belaka. Bahan pustaka atau data sekunder yang diteliti terdiri dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  
 
B. Sifat Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian preskriptif, sebagaimana 
yang digambarkan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa:
72
 
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu 
hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 
hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagi ilmu 
terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, 
rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. 
Dalam penelitian ini, penulis berusaha menganalisis bagaimana 
mekanisme pelaksanaan RUPS telekonferensi berdasarkan hukum positif di 
Indonesia, serta keabsahan pernyataan keputusan rapat terkait dokumen 
elektronik RUPS telekonferensi, setelah itu penulis mengidentifikasi, 
mengkaji, menganalisa serta melakukan perbandingan di antara data yang 
terkumpul sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang 
permasalahan yang diteliti. 
 
C. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan. Dengan 
pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek 
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( state 
approach) dan pendekatan konseptual (conceptuak approach).  
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang 
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus 
dilakukan dengan cara melakukan telaah terjadap kasus-kasus terkait dega isu-
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isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap. 
73
 
 
D.  Jenis Data Penelitian 
Penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder 
ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi, 
penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan 
seperti buku literatur, koran, majalah, dan arsip yang berkaitan dengan arsip 
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
 
E. Sumber Bahan Hukum Penelitian 
Sumber penelitian digunakan untuk memecahkan isu hukum dan 
memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya.
74
 Dalam penelitian ini, 
sumber yang digunakan yaitu : 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai 
kekuatan hukum mengikat atau bersifat autoritatif, dalam hal ini adalah 
norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian 
ini digunakan bahan hukum primer, antara lain: 
a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik 
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berupa publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti: 
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a. Hasil penelitian kalangan hukum yang berkaitan dengan hukum perdata, 
hukum pembuktian perdata baik pada perundang-undangan khusus 
maupun KUHPerdata. 
b. Hasil karya kalangan hukum, baik dalam bentuk buku ataupun bentuk 
literatur lainnya yang berkaitan dengan Hukum perdata, hukum 
pembuktian perdata baik pada perundang-undangan khusus maupun 
KUHPerdata. 
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan  bahan literasi 
dari media internet. 
 
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian 
doktrinal, maka untuk memperoleh bahan hukum dengan cara pengumpulan 
(dokumentasi) bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-
hukum. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan 
mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, 
peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta artikel-artikel penting 
yang diperoleh dari media internet yang erat kaitannya dengan isu hukum yang 
digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian 
dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat. 
 
G. Teknik Penafsiran Hukum 
Penelitian hukum doktrinal yang hanya menggunakan bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum, maka tidak terlepas dari 
berbagai penafsiran. Penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal, 
penafsiran sistematis dan penafsiran autentik. Penafsiran gramatikal 
merupakan penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang 
dengan menguraikan bahasa, susunan kata atau bunyinya. Sedangkan 
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penafsiran sistematis merupakan penafsiran undang-undang sebagai bagian 
dari keseluruhan sistem peraturan perundang-udangan dengan menghubungkan 
undang-undang lain. Penafsiran autentik adalah penjelasan yang diberikan oleh 
undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang. 
 
H. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum dalam suatu penelitian berperan penting 
dalam penelitian hukum doktrinal untuk menguraikan dan memecahkan isu 
hukum yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan logika 
deduktif. Menurut Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat Bernard Arief 
Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan 
dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Penalaran 
deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku 
umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi
75
. Peter Mahmud 
Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode 
deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan 
metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat 
umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis 
itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion, akan tetapi di dalam 
argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme 
tradisional.
76
 Jadi dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan 
bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat 
umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. 
Premis major (dasar hukum) penelitian ini ialah penyelenggaraan 
RUPS melalui media telekonferensi berdasarkan Pasal 77 UUPT, Risalah 
RUPS telekonferensi berbentuk dokumen elektronik, sedangkan premis 
minornya (fakta  hukum) ialah kewenangan notaris dalam pembuatan akta 
autentik pernyataan keputusan rapat atas risalah rapat di bawah tangan yang 
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berbentuk dokumen elektronik. Uraian teknik analisis bahan hukum yang 
digunakan oleh penulis, dalam penelitian ini, sumber hukum yang diperoleh 
dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi 
kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang 
dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang 
diteliti. Tahap terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan dari sumber hukum 
yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat menjawab tentang “Kajian Yuridis 
Keabsahan Pernyataan Keputusan Rapat Atas Risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Telekonferensi.” 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang 
Dilakukan Melalui Media Telekonferensi 
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
77
 Perseroan Terbatas 
mempunyai alat yang disebut organ perseroan, yang bermanfaat untuk 
menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan 
tujuannya. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang 
Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan sebagai badan hukum 
berarti perseroan merupakan subyek hukum, sehingga perseroan tersebut 
dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.  
Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham adalah alat 
perlengkapan perseroan, yang merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam 
perseroan, yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas perusahaan.
78
 Pasal 1 
butir 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 
menjelaskan bahwa  
Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah 
organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan 
kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan 
dalam UndangUndang ini dan/ atau Anggaran Dasar. 
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Pengertian Pasal 1 butir 4 UUPT, dapat disimpulkan beberapa yaitu 
sebagai berikut:
79
 
1. Organ ini berupa rapat. Hal yang harus dicermati adalah forum rapat 
berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi, sekalipun seseorang 
misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individu tidak 
memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi 
baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus 
memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UUPT. 
2. Kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah 
kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini pada 
dasarnya lahir dari status kepemilikan perseroan yang ada di tangan 
pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. 
Secara teoritis, sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan 
tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya. 
3. Kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan 
kepada organ yang lain, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Keleluasaan 
kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam UUPT dan/ atau 
Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang 
didelegasikan sejatinya apa yang bersifat tetap. Kewenangan 
pendelegasian yang bersifat tetap misalnya kepengurusan perusahaan 
(secara umum) dan fungsi refresentasi (mewakili perusahaan di dalam 
maupun di luar pengadilan), sedangkan pendelegasikan yang bersifat 
sementara sewaktu-waktu dapat dicabut. 
Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ Perseroan yang 
mewakili kepentingan seluruh pemegang saham sudah sewajarnya mempunyai 
suatu wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 
batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 
Tahun 2007 dan Anggaran Dasar, jika Undang-Undang tidak secara tegas 
menyatakan sesuatu kekuasaan tidak termasuk ke dalam kewenangan Direksi 
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ataupun Dewan Komisaris, kewenangan tersebut menjadi kewenangan RUPS. 
Direksi dan Dewan Komisaris hanya mempunyai kewenangan sejauh yang 
diberikan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar, sehingga 
kewenangan RUPS itu merupakan wewenang eksklusif. Kewenangan 
eksklusif tersebut dapat juga didelegasikan jika hal tersebut memang 
diperbolehkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS berfungsi 
juga untuk melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan 
kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris atas aturan main yang telah 
ditetapkan. 
80
 Wewenang RUPS yang diatur dalam UUPT, antara lain adalah: 
1. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 19 UUPT); 
2. Menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain, selain 
uang (Pasal 34 UUPT); 
3. Membeli kembali saham yang dikeluarkan (Pasal 38 UUPT); 
4. Menambah modal Perseroan (Pasal 41 UUPT); 
5. Mengurangi modal Perseroan (Pasal 44  UUPT); 
6. Menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan ( Pasal 64 Ayat (2) UUPT); 
7. Menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta 
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 UUPT); 
8. Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk 
cadangan (Pasal 71 Ayat (1) UUPT). RUPS juga berwenang untuk 
menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk 
pembagian deviden kepada pemegang saham, cadangan dan/ atau 
pembagian lain seperti tantlem, bonus untuk karyawan (Penjelasan Pasal 
71 Ayat (1) UUPT); 
9. Mengangkat Direksi (Pasal 94 UUPT); 
10. Menetapkan peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang 
pengurusan di antara anggota Direksi (Pasal 92 Ayat (5) UUPT); 
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11. Mengangkat pihak lain dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan ( Pasal 99 
Ayat (2) UUPT); 
12. Menyetujui pengalihan atau dijadikannya kekayaan Perseroan sebagai 
jaminan utang (Pasal 102 Ayat (1) UUPT); 
13. Menyetujui Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan 
sendiri ke Pengadilan Negeri (Pasal 104 Ayat (1) UUPT); 
14. Memberhentikan anggota Direksi  (Pasal 4 Ayat (5) jo Pasal 105 UUPT); 
15. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota 
Direksi oleh Dewan Komisaris (Pasal 106 Ayat (1) dan (6) UUPT); 
16. Mengangkat Dewan Pengawas Syariah (Pasal 109 Ayat (2) UUPT); 
17. Mengangkat Dewan Komisaris (Pasal 111 UUPT); 
18. Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 Ayat (2) UUPT); 
19. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan 
tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka 
waktu tertentu (Pasal 118 Ayat (1) UUPT); 
20. Memberhentikan anggota Dewan Komisaris secara tetap atau sementara 
(Pasal 111 jo Pasal 119 UUPT); 
21. Menyetujui rancangan penggabungan Perseroan (Pasal 123 UUPT); 
22. Menyetujui pengambilalihan Perseroan (125 Ayat (4) UUPT); 
23. Membubarkan Perseroan (Pasal 142 Ayat (1) butir a jo Pasal 144 UUPT); 
24. Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atas likuidasi 
Perseroan yang dilakukannya (Pasal 152 UUPT). 
RUPS juga dapat menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan 
wewenang yang dimilikinya kepada organ Perseroan lain yakni Dewan 
Komisaris dalam hal-hal tertentu, seperti: 
1. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan untuk jangka waktu 
paling lama 1 tahun. Penyerahan kewenangan ini dapat diperpanjang untuk 
jangka waktu yang sama 
2. Menambah modal Perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun 
3. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi 
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Namun demikian penyerahan kewenangan ini sewaktu-waktu dapat ditarik 
kembali oleh RUPS. Batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat 
dilakukan oleh RUPS dalam suatu PT antara lain:
81
 
1. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum 
yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar (meskipun anggaran 
dasar dapat dibuah dalam RUPS asal memenuhi syarat untuk itu); 
2. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan 
kepentingan yang , oleh hukum yaitu kepentingan stake holders, seperti 
pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan 
lain sebagainya; 
3. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan 
dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan 
tersebut tidak menyalahgunakan kewenagannya. 
Hubungan hukum antara pemegang saham dengan Perseroan 
dijalankan melalui RUPS. Pasal 78 UUPT membagi RUPS dalam 2 (dua) 
kategori antara lain: 
1. RUPS Tahunan 
RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal 
pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 tahun, Program kerja untuk 
tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dll. RUPS Tahunan tersebut 
harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu 
selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya. 
RUPS Tahunan wajib diadakan oleh Direksi paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun buku berakhir (Pasal 78 Ayat (2) UUPT). 
RUPS Tahunan dibahas dan diputuskan agenda-agenda yang berkaitan 
antara lain: 
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a. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan 
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 Ayat (1) 
UUPT); 
b. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk 
cadangan (Pasal 71 Ayat (1) UUPT); 
c. Mengesahkan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan Perseroan 
untuk tahun buku yang akan datang, jika hal ini ditentukan dalam 
anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan (Pasal 63 Ayat (2) dan 
Pasal 64 UUPT). 
2. RUPS lainnya 
RUPS lainnya dalam praktek dikenal dengan istilah RUPS Luar 
Biasa. Istilah RUPS Luar Biasa ( selanjutnya disebut RUPSLB) tidak 
dikenal dalam UUPT, UUPT hanya menggunakan istilah RUPS lainnya. 
Istilah RUPSLB dikenal dalam anggaran dasar Perseroan. RUPSLB dapat 
diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan 
Perseroan. RUPSLB juga diadakan dalam hal Direksi memerlukan 
persetujuan dari RUPS sehubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum 
tertentu yang akan dilakukan, yang merupakan wewenang dari RUPS 
untuk menyetujuinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan 
Anggaran Dasar Perseroan. 
RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas 
permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara 
minimal 10% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 
Agenda rapat RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada 
urgensi kepentingan Perseroan pada saat itu. Misalnya saja, Perseroan 
akan menerima kredit dari bank, dan membutuhkan persetujuan dari para 
pemegang saham untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 anggaran 
dasarnya (sesuai dengan anggaran dasar PT yang terbaru), atau guna 
memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) UU PT 
untuk menjaminkan asset-asset Perseroan yang nilainya merupakan 
sebagian besar dari asset Perseroan dalam 1 tahun buku. RUPS luar biasa 
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ini juga bisa dilaksanakan dalam hal Perseroan akan merubah susunan 
Direksi dan komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka 
waktu berdirinya Perseroan, dan lain-lain. 
Usul atau inisiatif untuk menyelenggarakan RUPSLB dapat berasal 
dari Direksi sesuai dengan tugas dan kewenangannya maupun dari para 
pemegang saham atau Dewan Komisaris. Penyelengaraan RUPSLB yang 
diusulkan oleh pemegang saham adalah atas permintaan dari 1(satu) 
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per 
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, 
kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil. RUPSLB 
dapat pula diselenggarakan berdasarkan permintaan tertulis dari Dewan 
Komisaris dan disampaikan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak 
dibicarakan disertai alasannya (Pasal 79 Ayat (2) UUPT).  
Eksistensi RUPS sangat signifikan dalam penyelenggaraan Perseroan 
Terbatas, mengingat keputusan-keputusan yang penting dalam suatu Perseroan 
Terbatas akan diambil melalui mekanisme RUPS. Oleh karena itu, 
pelaksanaan RUPS harus memenuhi segala sesuatu ketentuan yang termaktub 
dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, 
khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan organ tertinggi 
dan memiliki hak veto diantara organ-organ Perseroan lainnya. RUPS baru 
dapat mengambil suatu keputusan yang sah dan mengikat Perseroan apabila 
dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau wakilnya, apabila salah satu 
pemegang saham tidak hadir, yang bersangkutan bisa memberikan kuasa 
kepada pemegang saham lainnya untuk mengeluarkan suara dalam Rapat. 
Kuasa tersebut bisa diberikan kepada siapa saja, asalkan dia bukan Direksi 
atau Komisaris Perseroan. 
Keputusan RUPS adalah sah jika persyaratan penyelenggaraan telah 
dipenuhi dan dihadiri oleh pemegang saham dengan memenuhi ketentuan 
kuorum serta jumlah pemegang saham yang ditentukan dalam UUPT dan 
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anggaran dasar perseroan. Kuorum dalam kaitannya dengan RUPS 
dipergunakan untuk mengukur keabsahan dua peristiwa yang saling terpisah. 
Pertama, kuorum dipergunakan untuk mengukur keabsahan penyelenggaraan 
RUPS. Kedua, kuorum dipergunakan untuk mengukur keabsahan 
pengambilan keputusan dalam RUPS. Kuorum yang dipergunakan dalam 
kaitannya dengan penyelenggaraan RUPS dapat dipilah sebagai berikut: 
1. Simple Majority (mayoritas sederhana), yaitu kuorum untuk menentukan 
keabsahan penyelenggaraan RUPS dan pengambilan keputusan RUPS atas 
dasar 50%+1. Hal ini berarti penyelenggaraan RUPS menjadi sah apabila 
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh saham dengan hak 
suara yang sah di satu Perseroan.  
2. Absolute Majority (mayoritas mutlak) adalah suara terbanyak yang lebih 
dari ½ ( satu per dua) dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara 
tersebut. 
3. Qualified (Special) Majority (mayoritas khusus), yaitu kuorum untuk 
menentukan keabsahan penyelenggaraan RUPS dan pengambilan 
keputusan dalam RUPS atas dasar kualifikasi 2/3 (dua per tiga) atau 
kualifikasi ¾ (tiga per empat). Hal ini berarti penyelenggaraan RUPS 
menjadi sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) 
atau sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari seluruh pemegang saham 
dengan hak suara yang sah di satu perseroan, tergantung pokok 
permasalahan yang dibicarakan atau diputuskan dalam RUPS. 
4. Kuorum sempurna, yaitu kuorum untuk menentukan keabsahan 
penyelenggaraan RUPS dan pengambilan keputusan dalam RUPS atas 
dasar kualifikasi 100%. Hal ini berarti penyelenggaraan RUPS menjadi 
sah apabila dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara yang 
sah di satu perseroan. 
Penghitungan quorum kehadiran dalam rapat hanya dapat dilakukan 
jika dipenuhi syarat-syarat tertentu perihal Panggilan Rapat. Direksi wajib 
melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima 
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belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS 
diterima,. Direksi yang tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka: 
1. Permintaan penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham, 
diajukan kembali kepada dewan komisaris; atau 
2. Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS. 
Jika panggilan rapat secara resmi sebelumnya tidak/belum 
dilaksanakan sedangkan ada satu saja saham yang tidak hadir atau diwakili, 
maka rapat tidak dapat mengambil keputusan, dan harus diulang dengan 
menjalani prosedur Panggilan Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU 
PT, yaitu melalui: 
1. Surat tercatat dan/atau 
2. Iklan perihal Panggilan Rapat di 2 (dua) surat kabar harian 
Pada panggilan rapat tersebut harus dijelaskan mata acara apa yang 
akan diputuskan dalam rapat. Sebagai contoh, jual beli saham dan perubahan 
susunan Direksi dan komisaris Perseroan. Rapat tidak boleh memutuskan hal 
lain di luar mata acara yang sudah disebutkan dalam panggilan Rapat. Oleh 
karena itu, untuk memberikan kesempatan pada para pemegang saham untuk 
membuat keputusan lain selain yang tercantum dalam mata acara panggilan 
Rapat, maka sebaiknya pada waktu panggilan rapat di cantumkan mata acara 
”lain-lain”. 
Pelaksanaan RUPS ternyata ada usulan lain (baru) yang tidak ada 
dalam mata acara yang tertera dalam panggilan, sedangkan diantara pemegang 
saham ada yang tidak hadir atau suarnya tidak terwakili, maka Rapat tidak 
dibolehkan untuk membuat keputusan perihal mata acara baru tersebut. Hal ini 
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007, 
yang menyatakan bahwa:”RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak 
mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau 
diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat.” 
(juncto Pasal 82 ayat (5)) 
Perseroan Terbatas dalam hal melakukan kegiatan Rapat Umum 
Pemegang Saham terlebih dahulu harus melakukan pemanggilan kepada para 
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pemegang saham yang ada di dalam perusahaan tersebut. Pemanggilan RUPS 
kepada para pemegang saham perseroan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 
70 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007. 
Bersamaan dengan pemanggilan para pemegang saham tersebut, para 
pemegang saham juga diberitahu tentang agenda rapat apa yang akan 
dibicarakn di dalam RUPS agar para pemegang saham dapat mempersiapkan 
dirinya dan mempersiapkan penawaran- penawaran yang akan ditawarkan di 
dalam RUPS tersebut. 
Rapat Umum Pemegang Saham terdapat 2 (dua) macam antara lain 
RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Pertama, dalam penyelenggaraan RUPS 
tahunan (annual general meeting), para pemegang saham telah memiliki atau 
memegang semua dokumen tentang laporan-laporan tahunan perseroan 
sehingga para pemegang saham mempersiapkan penwaran dalam hal 
menanggapi atau memberikan masukan terhadap laporan-laporan tahunan 
perseroan. Kedua, dalam penyelenggaraan RUPS lainnya yang sering juga 
disebut dengan istilah RUPS Luar Biasa (RUPSLB/ extraordinary general 
meeting), maka para pemegang saham telah mengetahui tentang agenda rapat 
yang akan dibicarakan di dalam RUPS sehingga para pemegang saham dapat 
mempersiapkan penawarannya berkaitan dengan apa yang akan diputuskan di 
dalam RUPS tersebut berdasarkan dengan kebutuhan untuk kepentingan 
perseroan. Hal-hal yang juga harus diketahui dalam RUPSLB antara lain rapat 
ini hanya dapat membicarakan dan mengambil keputusan-keputusan tertentu 
sebagaimana yang telah diagendakan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan 
RUPS tahunan yang pada hakekatnya dapat membicarakan setiap persoalan 
yang ada dalam perseroan. 
Perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat membawa 
perkembangan baru dalam praktek hukum. Salah satunya adalah dalam hal 
Rapat Umum Pemegang Saham yang sebelumnya dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan kepada para 
peserta rapat untuk hadir dalam satu tempat guna melaksanakan RUPS, akan 
tetapi sekarang ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun  
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2007, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4756, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, 
memungkinkan RUPS dilaksanakan secara telekonferensi. Pelaksanaan RUPS 
secara telekonferensi membuat para pihak yang mengikuti rapat tidak harus 
hadir dalam satu tempat, tetapi bisa dilakukan dari lokasi masing-masing, 
tetapi dalam waktu yang bersamaan. 
Perkembangan dunia telekomunikasi mengalami perluasan wilayah 
dengan ditemukannya teknologi internet sebagai sarana komunikasi. 
Percepatan inovasi sangat dimungkinkan karena internet memungkinkan 
terintegrasinya seluruh kemampuan berpikir dan daya imajinasi manusia ke 
dalam sebuah jaringan internet. Jaringan internet menjadi semacam jembatan 
penghubung telepatis dari manusia ke manusia lainnya dengan kecepatan 
cahaya  menembus batas waktu  dan batas negara.
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Teknologi informasi membawa dampak kompleksitas pada sebuah 
realitas virtual yang memecahkan kebuntuan yang dimiliki oleh kehidupan 
nyata mengenai konsep ruang dan waktu. Realitas virtual memungkinkan 
orang yang berada pada tempat  dan waktu yang berbeda untuk berkomunikasi 
secara langsung menggunakan media internet.
83
 Perkembangan teknologi 
digital yang semakin pesat, membuat tidak sepantasnya lagi dipersyaratkan 
suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup 
memakai internet.
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Penggunaan teknologi informasi dalam praktek  hukum dapat 
dilaksanakan sejauh memenuhi asas-asas yang telah ditetapkan dan 
bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, RUPS secara telekonferensi 
dapat dilaksanakan karena telah mendapatkan kepastian hukum berdasarkan 
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.  
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Tabel 1. Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas 
Pasal 77 UUPT 
(1) Selain penyelenggaraan RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, 
RUPS dapat juga dilakukan melalui media 
telekonferensi, video konferensi, atau 
sarana media elektronik lainnya yang 
memungkinkan semua peserta RUPS 
saling melihat dan mendengar secara 
langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 
(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan 
pengambilan keputusan adalah 
persyaratan sebagaiman diatur dalam 
undang-undang ini dan/atau sebagaimana 
diatur dalam anggaran dasar perseroan. 
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dihitung berdasarkan 
keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
(4) Setiap penyelenggaraan RUPS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dibuatkan risalah rapat yang 
disetujui dan ditandatangani oleh semua 
peserta RUPS. 
 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
 
 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “ 
disetujui dan 
ditandatangani” adalah 
disetujui dan ditandatangani 
secara fisik atau secara 
elektronik. 
 
Rumusan Pasal 77 UUPT tersebut dapat terlihat bahwa pembuatan 
risalah rapat secara elektronik hanya dimungkinkan jika ada kepastian bahwa 
hal tersebut berlangsung secara “online” dan “real-time” di mana para pihak 
dapat saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam rapat. 
Ketentuan tersebut mengakibatkan bahwa teknologi yang digunakan tidak 
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bersifat netral karena teknologi yang dapat diterima hanya dalam konteks 
telekomunikasi pandang-dengar (video conference) bukan konteks 
telekomunikasi secara suara (telephone-conference). Sebenarnya pembatasan 
teknologi seperti itu bukan merupakan hal yang tepat karena baik video 
maupun audio, yang terpenting justru seharusnya adalah adanya jaminan 
validitas bahwa proses tele-conference tersebut dilakukan sebagaimana 
mestinya. Proses teleconference tersebut merupakan riil atau bukan suatu hasil 
rekayasa seharusnya mendapatkan jaminan dari pemimpin PT.  Hal tersebut 
dapat dibuktikan adanya pernyataan dari Penyedia Jasa Telekomunikasi yang 
digunakan.
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Pelaksanaan RUPS secara telekonferensi hanya membutuhkan 
peralatan pendukung yang dapat memungkinkan para peserta rapat melihat 
dan mendengar satu sama lain. Secara teknologi hal ini sudah dimungkinkan 
dengan ditemukannya teknologi 3G yang bahkan telah mencapai teknologi 
3,5G dewasa ini. RUPS secara telekonferensi dapat terlaksana dengan baik, 
masing-masing peserta rapat menyiapkan peralatan 3,5G yang terhubung satu 
sama lain. Setelah dipastikan semua peserta RUPS terhubung, maka rapat 
dimulai sama seperti protokoler biasa jika RUPS dilaksanakan secara 
langsung tanpa melalui media 3,5G. 
Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik menuntut 
adanya asas  kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan 
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. “Asas kepastian hukum” 
berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi 
elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang 
mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. “Asas 
manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi 
elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  “Asas kehati-hatian” berarti 
landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan  segenap aspek 
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yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak 
lain dalam  pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.  “Asas 
itikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan 
transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau 
melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan 
pihak lain tersebut. “Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” 
berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak 
terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti 
perkembangan pada masa yang akan datang.
86
 Uraian diatas memberikan 
pengertian bahwa penggunaan teknologi informasi dalam praktek  hukum 
dapat dilaksanakan sejauh memenuhi asas-asas yang telah ditetapkan dan 
bermanfaat bagi banyak orang. 
RUPS melalui media telekonferensi yaitu semua peserta RUPS saling 
melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 
RUPS dengan media telekonferensi ini sebenarnya sama saja  dengan 
pelaksanaan RUPS bertatap muka secara langsung. Perbedaannya terletak 
pada lokasi peserta RUPS yang tidak berada pada satu lokasi (bisa berada 
dimanapun).  
Eksistensi RUPS sangat signifikan dalam penyelenggaraan Perseroan 
Terbatas, mengingat keputusan-keputusan yang penting dalam suatu Perseroan 
Terbatas akan diambil melalui mekanisme RUPS. Oleh karena itu, 
pelaksanaan RUPS harus memenuhi segala sesuatu ketentuan yang termaktub 
dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, 
khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. Ketentuan Pasal 77 UUPT memberikan kepastian hukum terkait 
pelaksanaan RUPS Perseroan Terbatas melalui media telekonferensi. 
Kepastian hukum disini merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan 
atau dilaksanakan. Norma hukum yang tertulis dalam UUPT merupakan cirri 
dari kapastian hukum itu sendiri. 
                                                          
86
 Assafa Endeshaw, Hukum E-Commerce dan Internet, Pustaka Pelayar, Yogyakarta, 
2007 
71 
 
 
 
RUPS melalui “Media Elektronik” agar sah menurut ketentuan 
Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun  2007, harus memenuhi 
syarat-syarat yang dijelaskan di bawah ini:
87
 
1. Bentuk elektronik yang dibolehkan menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (1) 
UUPT. Bentuk cara penyelenggaraan RUPS dengan elektronik , bisa atau 
boleh melalui : 
a. Media telekonferensi, 
b. Media video konferensi, atau  
c. Sarana media elektronik lainnya. 
2. Syarat Formil 
Rapat Umum Pemegang Saham melalui media elektronik dapat 
dibenarkan, harus “memungkinkan” semua peserta RUPS: 
a. Dapat melihat dan mendengar secara langsung, 
b. Dapat berpartisipasi langsung dalam rapat. 
Mengenai syarat formil ini, Pasal 77 ayat (1) UUPT mempergunakan kata 
“yang memungkinkan” semua peserta RUPS saling melihat dan 
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Kata 
memungkinkan tersebut bersifat imperatif. Oleh karena itu, tidak dapat 
dikesampingkan atau dilanggar. Kalau begitu, apabila RUPS melalui 
telekoferensi atau video konferensi maupun media elektronik, para peserta 
RUPS harus saling melihat dan mendengar secara langsung serta 
berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut. 
3. Persyaratan kuorum dan Pengambilan Keputusan 
Persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan RUPS melalui 
media elektronik menurut Pasal 77 ayat (2) UUPT, tunduk kepada 
persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini atau yang diatur 
dalam Anggaran Dasar. Jika berpedoman kepada ketentuan UUPT, telah 
diklasifikasi syarat kuantitas kuorum kehadiran dan pengambilan 
keputusan bagi setiap agenda atau mata acara RUPS seperti berikut : 
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a. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenai 
mata acara biasa diatur dalam Pasal 86 : 
1) Kuorum kehadirannya ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara, hadir atau diwakili, 
2) Selanjutnya menurut Pasal 87 ayat (2), keputusan sah, jika 
disetujui lebih ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang 
dikeluarkan. 
b. Syarat kuorum dan pengambilan keputusan RUPS untuk jenis mata 
acara atau agenda “perubahan” AD, diatur pada Pasal 88, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1) Syarat kuorum kehadiran, paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian 
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili, 
dan 
2) Keputusan sah, jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian 
dari jumlah suara yang dikeluarkan. 
c. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenai 
mata acara penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 
Pemisahan, pengajuan permohonan agara Perseroan dinyatakan pailit, 
perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan 
merujuk kepada Pasal 89 dengan ketentuan sebagai berikut : 
1) Syarat kuorum kehadiran, paling sedkit ¾ (tiga perempat) bagian 
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili, 
2) Keputusan Sah, apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) 
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. 
Dari penjelasan di atas, syarat kuorum dan syarat pengambilan 
keputusan RUPS melalui media elektronik, sama halnya dengan RUPS 
konvensional. Sama – sama tunduk dan merujuk kepada persyaratan yang 
ditentukan Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89. Keputusan RUPS adalah sah jika 
persyaratan penyelenggaraan telah dipenuhi dan dihadiri oleh para pemegang 
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saham dengan memenuhi ketentuan kuorum serta jumlah pemegang saham 
yang ditentukan UUPT dan anggaran dasar perseroan.
88
 
RUPS yang dilaksanakan dalam bentuk konvensional, yaitu seluruh 
pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpul dalam suatu tempat. RUPS 
Konvensional diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, RUPS diadakan  di tempat kedudukan Perseroan 
atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama 
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, namun dalam ayat (2) 
ditentukan bahwa RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat 
kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Dalam ayat (3) 
dinyatakan bahwa tempat pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. Hal 
ini jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan 
semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda 
tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara 
bulat. Ketentuan Pasal  76 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa RUPS dapat 
diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3).  
Pasal 76 ayat (4) membuka kemungkinan mengadakan RUPS di 
tempat “mana sajapun”. Namun agar kebolehan mengadakan RUPS di mana 
sajapun, harus terpenuhi syarat-syarat berikut :
89
 
1. RUPS dihadiri dan/atau diwakili “Semua” pemegang saham, 
2. Semua pemegang saham “menyetujui”, 
3. Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu, 
4. Tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik 
Indonesia. 
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Syarat-syarat di atas harus dipenuhi, agar RUPS dapat diadakan di manapun di 
luar tempat kedudukan Perseroan maupun di luar kegiatan usahanya yang 
utama. RUPS yang diadakan di mana saja pun sesuai dengan syarat-syarat 
yang dikemukakan tersebut, hanya dapat mengambil keputusan jika keputusan 
tersebut “disetujui dengan suara bulat”. Bertitik tolak dari penjelasan di atas, 
RUPS dapat diadakan di beberapa tempat, asal terpenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa RUPS tidak 
wajib dilakukan di lokasi di mana Perseroan Terbatas berada. 
UUPT membatasi penyelenggaraan RUPS yang mengharuskan 
dilaksanakan di Indonesia, 
90
 apabila tercipta suatu kondisi, pada saat RUPS 
dilaksanakan melalui media telekonferensi, salah satu atau beberapa 
pemegang saham ternyata berada di luar wilayah Indonesia, maka apabila 
berdasarkan hukum acara perdata berhasil dibuktikan (tentunya harus 
didukung oleh keterangan saksi ahli dari para I.T. yang membuktikan bahwa 
salah satu pemegang saham memberikan tanda-tangan elektronik di luar 
wilayah Republik Indonesia) maka RUPS dimaksud akan berakibat batal demi 
hukum.  
91
 
Setiap penyelenggaraan RUPS, “wajib” dibuat risalahnya. Oleh karena 
itu, pembuatannya bersifat “imperatif” (mandatory rule). RUPS yang tidak 
dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (never existed). 
Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat 
dilaksanakan.
92
 Pasal 77 ayat (4) UUPT memerintahkan agar setiap 
penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik : 
1. “harus” dibuat risalah rapat, 
2. Risalah rapat tersebut, “harus” disetujui dan ditandatangani oleh semua 
peserta RUPS. 
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Berdasarkan ketentuan ini, terdapat perbedaan pembuatan dan 
penandatanganan risalah RUPS melalui media elektronik dengan risalah 
RUPS konvensional secara fisik. Penandatanganan risalah RUPS 
konvensional menurut Pasal 90 ayat (1) hanya wajib ditandatangani oleh: 
1. Ketua rapat, dan 
2. Paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh 
peserta RUPS. 
Penjelasan Pasal 90 Ayat (1), maksud penandatanganan oleh Ketua 
rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari 
dan oleh peserta RUPS, bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran 
isi risalah rapat. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perseroan Terbatas, baik itu RUPS tahunan maupun RUPS lainnya, wajib 
dibuatkan risalah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 ayat (1) UUPT. 
Risalah yang dimaksud dalam Pasal tersebut dapat berupa akta otentik, dapat 
pula berupa akta di bawah tangan. Risalah yang bentuknya harus dituangkan 
ke dalam akta otentik bergantung pada agenda rapat.
93
 
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 90 Ayat (2) risalah RUPS yang 
dibuat dengan akta notaris, tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat 
dan 1 (satu) orang pemegang saham. Risalah RUPS yang dibuat dengan akta 
notaris tanpa ditandatangani ketua rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham, 
isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Hal itu sesuai 
dengan fungsi yuridis akta notaris sebagai “akta autentik”. Sesuai ketentuan 
Pasal 1870 KUHPerdata, suatu akta autentik mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna (volledig) tentang apa yang dimuat di dalamnya 
dan mengikat (bindend) kepada para pihak yang membuat serta terhadap 
orang yang mendapat hak dari mereka. 
Risalah RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional, tidak 
harus ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Sebaliknya risalah RUPS 
yang dilakukan melalui media elektronik  harus ditandatangani semua 
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pemegang saham. Dengan demikian, selain isinya harus disetujui oleh semua 
peserta RUPS , harus juga ditandatangani oleh semua peserta RUPS. 
Selanjutnya, yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” menurut 
Penjelasan Pasal 77 ayat (4) adalah disetujui dan ditandatangani “secara fisik” 
atau “secara elektronik”. Dengan kata lain, boleh disetujui dan ditandatangani 
secara fisik atau dapat juga secara elektronik oleh semua peserta rapat. 
RUPS melalui media telekonferensi, para pemegang saham melakukan 
kesepakatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian 
yang mereka buat dan akan mereka laksanakan tersebut setelah dibuatkan 
risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS 
sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT. Kesepakatan para 
pemegang saham tersebut mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk 
dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaan 
dan mengenai pihak yang berkewajiban melaksanakan hal-hal yang telah 
disepakati tersebut. 
Perjanjian yang dihasilkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham 
merupakan sebuah perjanjian yang dimana para pihak yang akan melakukan 
sebuah perjanian, dalam hal ini para pemegang saham perseroan akan 
membahas mengenai kebutuhan atau kepentingan perseroan ke depan. Setiap 
pembahasan dan hasil dari RUPS dibutuhkan sebuah dokumen yang memuat 
pernyataan-pernyataan para pemegang saham dengan maksud dapat 
digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. 
Risalah rapat dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 
melalui media telekonferensi menghasilkan dokumen elektronik beserta tanda 
tangan elektronik peserta RUPS. Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan 
yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya  suatu tanda tangan, 
tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu meciptakan suatu 
message digest atau hast, yaitu mathematical summary dokumen yang 
dikirimkan  Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan melalui 
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cyberspace.
94
 Keberadaan suatu penandatanganan secara elektronik tersebut 
terkait dengan persyaratan secara umum keotentikan suatu alat bukti, yaitu
95
 
1. Keotentikan secara materiil yaitu kejelasan syarat subyektif dan obyektif, 
terkhusus untuk: 
a. kecakapan bersikap tindak 
b. Jelas waktu dan tempat 
c. Confidentiality 
d. Dapat ditelusuri kembali 
e. Terjamin Keutuhan data atau Keamanan informasi 
f. Aslinya harus sesuai atau sama dengan copynya, yaitu salinan akta 
dan/atau kutipan akta. 
2. Keotentikan secara formil yaitu sesuai bentuk yang ditentukan oleh 
undang-undang 
a. media dan format tertentu 
b. Pembacaan yaitu apakah yang menjadi bukti telah dilakukannya suatu 
pembacaaan 
c. Pencantuman waktu yaitu apakah jaminan waktu telah dituliskan 
dengan benar (time-stamping) 
d. Keamanan dokumen beserta subtansinya yaitu apakah historical data 
terhadap dokumen akta sudah jelas 
e. Pemeliharaan Log atau journal-notaris (protokol notaris)yaitu apakah 
benar telah terpelihara dengan baik. 
Keotentikan suatu tandatangan elektronik, maka dapat diperbedakan 
sesuai dengan faktanya sebagai berikut:
96
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1. Jika tandatangan elektronik belum terpercaya, namun para pihak telah 
sepakat untuk mengakui, maka dapat langsung diakui keasliannya tanpa 
harus dibuktikan; 
2. Jika tandatangan elektronik belum dapat terpercaya dan ada salah satu 
pihak yang tidak mengakui, maka pengadilan harus dapat membuktikan 
bahwa tidak ada pemalsuan atau kesalahan sistem, sehingga hakim 
memerintahkan pemeriksaan kebenaran dengan menggunakan seorang ahli 
forensik, untuk mengetahui apakah telah terjadi pemalsuan atau kesalahan 
sistem (Pasal 1877 BW); 
3. Jika tandatangan elektronik terpercaya dan telah terakreditasi dan para 
pihak mengakui, maka dapat langsung diakui suatu keasliannya tanpa 
harus dibuktikan; 
4. Jika tandatangan elektronik telah terakreditasi dan ada salah satu pihak 
yang tidak mengakui, maka pihak yang tidak mengakui harus dapat 
membuktikan bahwa telah ada pemalsuan atau kesalahan prosedur. 
Suatu penandatanganan elektronik dengan menggunakan alat digital 
saat ini sangat banyak digunakan dalam praktek sehari-hari, dan untuk 
menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat yang seperti ini, pembuat 
undang-undang secara eksplisit dalam penjelasan umum Pasal 6 Undang-
Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 
(selanjutnya disebut UU ITE) yang menyebutkan bahwa :   
dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat 
(4) yang  mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis 
atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap 
sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, 
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan 
sehingga menerangkan suatu keadaan.   
Berikut penjelasannya telah menyatakan bahwa dokumen elektronik 
kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. 
Penjelasan Pasal 6 UU ITE:   
Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen 
yang tertuang di  atas kertas semata, padahal pada hakikatnya 
informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa 
saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, 
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informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk 
dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan 
cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat 
dibedakan lagi dari salinannya. 
97
  
 
Tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat 
hukum yang sah seperti diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE. Tanda Tangan 
Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama 
memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda 
Tangan;  
2. Data pembuatan Tanda Tangan  Elektronik pada saat proses 
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; 
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah 
waktu penandatanganan dapat diketahui;  
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan 
Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat 
diketahui;  
5.  Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa 
Penandatangannya; dan  
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah 
memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.   
Teknologi Informasi yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan 
sepenuhnya beroperasi secara maya (virtual), juga melahirkan aktivitas-
aktivitas baru yang harus diatur oleh hukum. Kenyataan ini telah menyadarkan 
masyarakat akan perlunya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas-
aktivitas yang melibatkan teknologi informasi. Undang-undang tersebut, 
antara lain memuat substansi tentang tanda tangan elektronik (electronic 
signature) atau  digital signature.
98
  Tanda tangan yang dimaksud disini 
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adalah, bukan tanda tangan yang dibubuhkan oleh seseorang dengan 
tangannya sendiri diatas dokumen-dokumen yang lazimnya dilakukan diatas 
dokumen kertas.   
Pada dasarnya, suatu tanda tangan elektronik berikut sistem sertifikasi 
elektroniknya, diselenggarakan memperjelas identitas subyek hukum dan 
melindungi keamanan serta otentisitas informasi elektronik yang 
dikomunikasikan melalui sistem elektronik.
99
  Fungsi dari tanda tangan 
elektronik atau digital signature ini sama juga dengan fungsi sidik jari 
seseorang yang bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti kuat secara 
hukum dikemudian hari.
100
   
Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai  tujuan 
sebagai berikut :       
1. Tanda tangan sebagai bukti (evidence) : yaitu suatu tanda tangan   
mengidentifikasikan penandatangan dengan dokumen yang 
ditandatanganinya. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda 
tangan dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai 
hubungan (attribute) dengan penandatangan.  
2.  Tanda tangan sebagai ceremony : yaitu penandatanganan suatu dokumen 
akan berakibat sipenandatangan mengetahui bahwa ia telah melakukan 
perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi adanya inconciderate 
engagement.  
3. Tanda tangan sebagai persetujuan (approval) : yaitu tanda tangan 
melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan. 
Jadi suatu tulisan yang telah ditanda tangani dan dibenarkan kebenarannya 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti akta autentik. 
Tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat 
hukum yang sah maka selain telah terpenuhinya syarat-syarat yang telah 
ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 11 UU ITE, maka masih ada 
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syarat yang wajib ditempuh oleh pengguna tanda tangan elektronik 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan 
mengenai pengamanan tanda tangan elektronik sekurang-kurangnya meliputi :  
1. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;  
2. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk 
menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan 
Tanda Tangan Elektronik;  
3.  Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang 
dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain 
yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang 
yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai Tanda Tangan 
Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan 
Elektronik jika :  
a. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuat Tanda Tangan 
Elektronik telah dibobol; atau  
b. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan 
risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan 
Tanda Tangan Elektronik; dan 
4. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda 
Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan 
keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik 
tersebut.     
Penandatanganan suatu dokumen elektronik bertujuan untuk 
memenuhi keempat unsur di bawah ini yaitu :  
1. Bukti, dalam hal ini sebuah tanda tangan mengontetikasikan suatu 
dokumen dengan mengidentifikasikan penandatangan dengan dokumen 
yang ditanda tangani.  
2. Formalitas, dalam hal ini penandatanganan suatu dokumen “memaksa” 
pihak yang 
menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.  
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3. Persetujuan dalam hal ini, pada beberapa kondisi yang disebutkan dalam 
hukum, sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang 
menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditanda tangani.  
4. Efisiensi dalam hal ini, sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering 
menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat 
yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan.  
Semua tujuan dari penandatanganan suatu dokumen seperti tersebut 
diatas akan tercapai, maka sebuah tanda tangan harus mempunyai atribut-
atribut berikut ini :  
1. Autentifikasi penandatanganan adalah, sebuah tanda tangan seharusnya 
dapat mengidentifikasikan siapa yang menandatangani dokumen tersebut 
dan sulit untuk dapat ditiru oleh orang lain. (ketahanan terhadap 
pemalsuan). 
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2. Autentifikasi Dokumen adalah, sebuah tanda tangan seharusnya 
mengidentifikasikan apa yang ditandatangani, membuatnya agar tidak 
mungkin dipalsukan ataupun diubah (baik dokumen yang ditandatangani 
maupun tandatangannya) tanpa diketahui.  
Autentifikasi penandatanganan dan dokumen adalah alat untuk 
menghindari pemalsuan dan merupakan suatu penerapan konsep  
nonrepudiation  dalam bidang keamanan informasi.  Nonrepudiation  adalah 
jaminan dari keaslian ataupun penyampaian dokumen asal untuk menghindari 
penyangkalan dari penandatanganan dokumen (bahwa dia tidak 
menandatangani dokumen tersebut), serta penyangkalan dari pengirim 
dokumen (bahwa ia tidak mengirimkan dokumen tersebut).
102
  Tanda Tangan 
Elektronik berikut sistem sertifikasi elektroniknya, diselenggarakan untuk 
memperjelas identitas subyek hukum dan melindungi keamanan serta 
otentisitas informasi elektronik yang dikomunikasikan melalui sistem 
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elektronik. Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan UUJN-P mempunyai 
fungsi dan peran yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan 
notaris juga dipahami menjadi pihak ketiga terpercaya (trusted-third-
party/TTP).
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B. Keabsahan Pernyataan Keputusan Rapat Atas Risalah Rapat Umum 
Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Melalui Media 
Telekonferensi 
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, dimana sebagai subyek 
hukum bentuknya adalah abstrak. Hakikat badan hukum sebagai subyek 
hukum tidak sama dengan hakikat manusia sebagai subyek hukum. Perseroan 
dilahirkan dengan proses pendirian Perseroan. Perseroan tidak berhadapan 
dengan kematian selayaknya manusia yang memiliki nyawa, tetapi Perseroan 
memiliki jangka waktu pendirian yang dapat ditentukan lamanya oleh 
pemiliknya. Dalam hal pertanggungjawaban, Perseroan tidak berwujud 
selayaknya manusia. Demi terwujudnya maksud dan tujuan, Perseroan 
melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum yang diwakili oleh organ-organ 
yang ada dalam Perseroan tersebut. Pertanggungjawaban inilah yang 
kemudian dipikul oleh organ Perseroan terkait. 
Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Perseroan 
sebagai badan hukum adalah subyek hukum yang berdiri sendiri. UUPT 
dengan tegas menyatakan bahwa keberadaan Perseroan diakui sebagai 
“manusia” disamping manusia sebagai “natuurlijk person”. Badan hukum 
adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan 
keberadaannya sehingga disebut  legal entity atau  artificial person atau 
manusia buatan.
104
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Perseroan sebagai badan hukum mandiri (persona standi in judicio) 
memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk usaha lain, yaitu :
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1. Perseroan sebagai persekutuan modal memiliki kekayaan dan utang yang 
terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham. Perseroan memiliki 
kekayaan sendiri berupa modal disetor, tagihan terhadap pihak ketiga, dan 
harta kekayaan dalam bentuk lain berupa benda bergerak maupun benda 
tetap, seperti gedung kantor atau barang inventoris yang diperoleh dari 
usaha Perseroan. Kekayaan Perseroan tersebut terpisah dari kekayaan 
pendiri dan/atau pengurusnya.  
2. Dalam Perseroan terdapat pemisahan fungsi antara Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS), Direksi sebagai pengurus dan Dewan 
Komisaris sebagai pengawas. Eksistensi Perseroan tidak dipengaruhi oleh 
perubahan Direksi atau pemegang saham.  
3. Perseroan dapat melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai konsekuensi 
dari keberadaan Perseroan sebagai badan hukum, maka Perseroan 
mempunyai hak dan kewajiban. Perseroan mempunyai kepentingan sendiri 
untuk dapat mengikatkan diri, menuntut dan mempertahankan hak dan 
kewajibannya dengan pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Hal itu 
tertuang dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam akta pendiriannya. 
Ketika melakukan hubungan hukum tersebut, Perseroan diwakili oleh 
Direksi.  
4. Dalam Perseroan terdapat pertanggungjawaban terbatas (limited liability). 
Direksi hanya bertanggung jawab mengenai kepengurusan. Dewan 
Komisaris hanya bertanggung jawab mengenai pengawasan, sedangkan 
pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas pada apa yang 
disetorkan sehingga tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan 
melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.  
5. Perseroan mempunyai tujuan sendiri. Kegiatan Perseroan harus sesuai 
dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan 
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perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Maksud dan 
tujuan Perseroan dinyatakan dalam Anggaran Dasarnya. 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
menempatkan notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahirnya 
dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. UUPT mengatur perbuatan 
hukum perseroan sebagai badan hukum yang wajib dimuat dalam akta notaris. 
Notaris dengan kewenangannya untuk membuat akta otentik mempunyai 
tanggung jawab terhadap akta-akta yang telah dibuatnya dimana akta tersebut 
menimbulkan pembuktian tertulis dan mempunyai sifat yang otentik terhadap 
para pihak. Oleh sebab itu, penting untuk Perseroan mengetahui perbuatan 
hukum mana yang wajib dibuat dalam Akta Notaris. Perbuatan hukum 
Perseroan yang wajib dimuat dalam akta notaris antara lain: 
1. Akta Pendirian (Pasal 7 Ayat (1) UUPT) 
Akta pendirian akan dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang 
berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai dengan UUPT. Akta 
pendirian berisi Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan 
pendirian Perseroan yang memuat sekurang-kurangnya: 
a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, 
dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat 
kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan 
Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; 
b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, 
kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama 
kali diangkat;   
c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian 
jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan 
disetor.   
Sejak ditandatangani akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar 
oleh para pendiri maka Perseroan belum sah sebagai badan hukum dan 
hubungan antara para pendiri masih merupakan hubungan kontraktual. 
Status badan hukum Perseroan diperoleh setelah akta pendirian tersebut 
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disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Istilah yang dipergunakan oleh 
UUPT adalah  pengesahan terhadap akta pendiriannya, hal ini sesuai 
dengan status badan hukum yang memberikan legitimasi bagi Perseroan 
sebagai subyek hukum yang mandiri untuk bertindak dalam lalu lintas 
hukum. Jadi, suatu Perseroan tidak mungkin ada hanya karena sepakat 
diantara para pendiri, tetapi disamping kata sepakat dari para pendiri yang 
diwujudkan dalam akta pendirian, diperlukan juga persetujuan dari 
Menteri Hukum dan HAM. Sejak memperoleh status badan hukum, 
Anggaran Dasar sudah merupakan hukum positif, dan hubungan antara 
para pendiri sudah merupakan hubungan yang bersumber pada hak dan 
kewajiban dalam Anggaran Dasar. Didalam tahap pendirian inipun, para 
pendiri dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan Perseroan 
dan mengikat Perseroan setelah menjadi badan hukum dengan ketentuan 
perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-
sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris dan mereka 
semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum 
tersebut, dan secara tegas menyatakan pengambilalihan hak dan kewajiban 
serta pengukuhan perbuatan hukum tersebut . 
Akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar tersebut disahkan 
Menteri Hukum dan HAM, para pendiri sebagai pemegang saham tidak 
bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dibuat atas 
nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan 
melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Berdasarkan penjelasan 
diatas, ketiadaan Akta Notaris dapat mempengaruhi ada atau tidak-adanya 
suatu Perseroan. Keberadaan Akta Notaris dapat digunakan untuk 
menyangkal adanya eksistensi dan validitas suatu Perseroan oleh pihak 
ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan Perseroan tersebut. 
Dalam hal ini, UUPT sangat tepat mengatur bahwa akta pendirian 
Perseroan wajib dimuat dalam akta otentik sehingga dapat menjamin 
kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula menjadi penghindar 
terjadinya sengketa, meskipun sengketa tidak dapat dihindari maka dalam 
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proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik bisa menjadi alat bukti 
tertulis yang terkuat dan terpenuh dalam penyelesaian sengketa diantara 
pemegang saham atau pihak ketiga yang terlibat dengan Perseroan dalam 
suatu perbuatan hukum. 
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar 
Pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan HAM 
berarti Perseroan sah sebagai badan hukum yang menciptakan artificial 
legal person yang mandiri yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri 
dan memiliki serta mengurus kekayaan sendiri yang terpisah dari kekyaan 
priobadi para pemegang saham. Dalam status badan hukum ini, Anggaran 
Dasar sudah berlaku sehingga perubahan Anggaran Dasar harus mengacu 
kepada UUPT dan Anggaran Dasar itu sendiri. 
Perubahan tertentu dari Anggaran Dasar yang dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (2) UUPT harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan 
HAM, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri 
mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut. Perubahan 
Anggaran Dasar tersebut meliputi: 
a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;  
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;  
c.  Jangka waktu berdirinya Perseroan;  
d. Besarnya modal dasar;  
e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau  
f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau 
sebaliknya.   
Adapun perubahan Anggaran Dasar selain dari yang disebutkan 
diatas cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM  dan 
perubahan Anggaran Dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal 
diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuanperubahan Anggaran Dasar 
oleh Menteri. 
3. Akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan 
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UUPT juga mengatur mengenai transaksi-transaksi lain yang wajib 
dimuat dalam suatu Akta Notaris. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam 
Pasal 128 ayat (1) dan (2) yang mengatur:  
(1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 
Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam 
akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau 
Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa 
Indonesia.  
(2)  Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari 
pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam 
bahasa Indonesia. 
Memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 128 ayat (1) UUPT, 
dari sudut praktik dan ekonomi, sulit memberikan kategori yang tepat 
terhadap pengertian penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan 
Perseroan. Sangat banyak terminologi yang dipergunakan yang 
mengandung makna yang sama, seperti merger, amalgamation, 
reconstruction, acquisition, take over dan lain sebagainya. Semua istilah 
itu hampir mempunyai pengertian atau definisi yang tidak jelas. Terjadi 
campur aduk pengertian antara yang satu dengan yang lain mengenai 
penggabungan dan peleburan maupun pengambilalihan Perseroan. Oleh 
karena itu, penerapan rekonstruksi Perseroan yang disebut amalgamation, 
bisa juga disebut take over yang meliputi pengertian acquisition of shares 
in the company by another company. 
Terlepas dari kekacauan istilah yang digambarkan diatas, BAB 
VIII UUPT telah mengatur bentuk-bentuk tindakan restrukturisasi 
Perseroan yang dibenarkan hukum yang terdiri dari Penggabungan, 
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Pengertian Penggabungan, 
Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas secara khusus juga 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tanggal 24 
Pebruari 1998 mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 
Perseroan Terbatas. Dengan demikian, dalam hal Perseroan melakukan 
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan, maka Direksi 
berkewajiban untuk menuangkan dalam Akta Notaris.   
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Akta Penggabungan atau dikenal juga dengan sebutan Akta 
Merger, yaitu Perseroan yang menggabungkan diri akan bubar dan 
Perseroan yang menerima penggabungan akan menerima atau mengambil 
alih seluruh saham (shares/stocks), harta kekayaan (assets), hak (rights), 
kewajiban (obligations) dan hutang (liabilities) dari Perseroan yang 
menggabungkan diri,  Akta Peleburan atau  consolidation. UUPT 
mengatur bahwa aspek dan proses merger akan berlaku juga secara mutatis 
mutandis terhadap ketentuan Peleburan . Perbuatan hukum yang terjadi 
dalam  Peleburan adalah kesepakatan yang tunduk pada hukum perjanjian 
yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Oleh sebab itu, setiap Perseroan 
yang terlibat dalam Peleburan membuat persetujuan atau perjanjian 
peleburan sesuai ketentuan yang digariskan Pasal 1320 dan Pasal 1338 
KUHPerdata. 
Perseroan-perseroan yang meleburkan diri itu, didirikan perseroan 
baru. Sehingga status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri 
dengan sendirinya karena hukum berakhir. Akta Pengambilalihan atau 
dikenal juga dengan  corporate takeover atau  acquisition merupakan 
perbuatan bidang hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Buku III 
KUHPerdata, khususnya Bab Kedua tentang perikatan-perikatan yang 
dilakukan dari kontrak atau persetujuan. Pengambilalihan yang dimaksud 
disini adalah pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan 
dikeluarkan (saham portefel) oleh Perseroan melalui Direksi atau langsung 
dari pemegang saham. Akta Pemisahan atau dikenal juga dengan istilah 
dissolution atau winding up adalah bentuk restrukturisasi yang sebelumnya 
tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas. Pengaturan Pemisahan dalam UUPT sangat singkat, 
hal ini mungkin juga oleh karena terdapat beberapa persamaan ketentuan 
antara Pemisahan dengan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, 
terutama yang berkenaan dengan hal-hal yang diatur pada Pasal 127 dan 
Pasal 128 UUPT. Akta peleburan tersebut akan menjadi dasar pembuatan 
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akta pendirian Perseroan hasil peleburan . Terakhir, Akta Pengambilalihan 
Saham Yang Dilakukan Langsung Dari Pemegang Saham. 
Perseroan Terbatas mengenal adanya rapat umum pemegang saham, 
yang dimaksud dengan RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan 
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 
Komisaris dalam Perseroan Terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para 
pemegang saham untuk menentukan operasional dari Perseroan Terbatas. 
RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat 
dihadapan notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat yang berupa 
akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk 
akta otentik yang dalam praktek dikenal dengan sebutan akta pernyataan 
keputusan rapat. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang 
untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 
penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para 
pihak yang membuat akta.
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Notaris  selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, 
tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat 
hukum yang berlaku.  Penelitian ini mengkaji keabsahan notaris dalam 
pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham 
Perseroan Terbatas khususnya pada RUPS yang diselenggarakan secara 
telekonferensi. 
Perkembangan tersebut tentu akan membawa perubahan terhadap 
pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang 
berwenang membuat akta otentik, bergeser dari sistem konvensional dengan 
cara berhadap-hadapan atau tatap muka langsung, bergeser menuju Cyber 
Notary dengan berbasis pada sistem elektronik yang berada dalam ruang 
maya. Pasal 1 angka (7) UUJN, menentukan bahwa: “Akta autentik adalah 
akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Pengertian akta otentik 
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berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Suatu akta yang 
bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan 
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta 
tersebut dibuat”. Aturan yang terdapat pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas tidak bersinergi 
dengan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris. 
Pada umumnya pelaksanaan RUPS terkait akta notaris dapat dibuat 
dengan bentuk Berita Acara RUPS atau dengan risalah RUPS bawah tangan 
yang nantinya akan dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Berita Acara 
RUPS dimana notaris ikut hadir dalam pelaksanaan RUPS. Kewenangan 
notaris untuk membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham 
mengalami konflik norma dalam pelaksanaan RUPS telekonferensi, 
dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN-P notaris 
harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan 
saksi. Isi dari seluruh berita acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
adalah merupakan laporan dan pernyataan dari Notaris terhadap segala sesuatu 
yang disaksikan dan didengarnya secara langsung dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang 
telah disebutkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. 
Konflik norma terjadi karena UUPT mengijinkan RUPS dilakukan melalui 
media telekonferensi sehingga para pihak tidak harus hadir dihadapan notaris 
dan menandatangani akta secara langsung dihadapan notaris, namun UUJN-P 
mensyaratkan bahwa notaris wajib untuk membacakan akta dihadapan 
penghadap dan akta ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi 
dan Notaris. Hal ini juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN-P, 
penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam 
UUJN-P terjemahan dari kata verschijnen yang berarti datang menghadap 
yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.
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Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS yang 
dibuat oleh notaris adalah terhadap kebenaran tanggal, waktu, tempat di mana 
RUPS diadakan dan seluruh isi Akta Berita Acara RUPS, terutama tentang 
keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham dalam 
RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta Berita acara RUPS tersebut oleh 
karena pada saat RUPS berlangsung Notaris menyaksikan dan mendengar 
secara langsung sejak dibuka sampai dengan ditutupnya RUPS yang 
bersangkutan. 
Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN-P menyatakan bahwa notaris 
berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 
paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 
penghadapa, saksi, dan notaris. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) 
menyatakan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta 
di hadapan penghadap dan saksi. 
Pembacaan akta harus dilakukan sendiri oleh notaris yang 
bersangkutan. Maksud dari pembacaan akta oleh notaris adalah : 
1. Jaminan kepada para penghadap  bahwa apa yang mereka tanda tangani 
adalah sama dengan apa yang mereka dengar dari pembacaan itu,  
2. Kepastian bagi para penghadap bahwa apa yang ditulis dalam akta adalah 
benar kehendak para penghadap.   
Pembacaan akta dapat memberikan pemahaman agar para penghadap dalam 
akta dapat mengerti dan memahami isi dari akta tersebut sehingga dapat 
diperoleh keyakinan, bahwa akta itu benar-benar berisikan apa yang 
dikehendaki oleh para penghadap. Pembacaan itu sebagai pemenuhan dari 
formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh ditiadakan, 
sedangkan pembacaan itu sendiri masih tetap mempunyai arti terhadap para 
penghadap.
108
 Apabila pembacaan akta tidak dilakukan oleh notaris maka akta 
tersebut akan mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. 
Semua yang tertulis di atas tentang penghadap yang mengerti atau 
tidak ataupun tidak mau mendengarkan apa yang dibacakan, tidak 
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membebaskan notaris dari kewajibannya membacakan akta. Penghadap  diberi 
kesempatan mengetahui isi akta dan bertanya, terserah kepada mereka, ingin 
memakai kesempatan itu atau tidak. Tan Thong Kie menyatakan bahwa 
manfaat pembacaan akta adalah:
109
 
1. Pada saat-saat terakhir dalam proses meresmikan (verlijden) akta, notaris 
masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri 
yang sebelumnya tidak terlihat.   
2. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas 
bagi mereka.  
3. Untuk memberi kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada 
detik-detik terakhir, sebelum akta ini selesai diresmikan dengan tanda 
tangan mereka, para  saksi-saksi dan notaris mengadakan pemikiran ulang, 
bertanya dan jika perlu mengubah bunyi akta.   
Pasal 16 ayat (7) diatur lebih lanjut mengenai eksepsional bahwa 
pembacaan akta tersebut  menjadi tidak wajib dilakukan, jika penghadap 
menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca 
sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal 
tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta 
Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. Akibat hukumnya, dalam 
Pasal 16 ayat (8) dinyatakan bahwa ketentuan tersebut  tidak dipenuhi, maka 
akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 
di bawah tangan. 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham telekonferensi harus menerangkan bahwa  RUPS dilaksanakan melalui 
Telekonferensi, Video konferensi  maupun sarana media elektronik lainnya. 
Pembuatan akta Pernyataan Keterangan Rapat tersebut masih terbatas pada 
area wilayah Negara Republik Indonesia, mengingat ketentuan dalam Pasal 76 
ayat (3) UUPT No.40 tahun 2007 yang masih membatasi wilayah tempat 
diadakannya RUPS harus di dalam wilayah negara Republik Indonesia. 
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Proses pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham yang diselenggarakan melalui media telekonferensi, dengan lahirnya 
kata sepakat dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dinyatakan sebagai 
pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemende willsverklaring) antara 
para pihak. Apa yang dikehendaki oleh para pihak yang satu dan pihak yang 
lainnya meskipun tidak sejurus namun bertimbal balik, kedua kehendak dari 
para pihak itu bertemu dalam satu sama lain.   
Suatu perjanjian menurut asas konsensualisme, lahir pada detik 
tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai 
hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sebelum 
tercapainya kata sepakat, para kedua belah pihak terlebih dahulu akan 
melakukan pembicaraan dan penawaran-penawaran yang berkaitan dengan 
objek perjanjian. Pembicaran dan penawaran yang dilakukan oleh salah satu 
atau lebih pihak dalamperjanjian tersebut akan menyampaikan hal-hal yang 
dikehendaki oleh pihak tersebut dan dengan segala macam persyaratan yang 
mungkin dan diperbolehkan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak 
sehingga dapat membentuk suatu perjanjian.   
Hasil dari keputusan RUPS harus dibuatkan Risalah berdasarkan Pasal 
77 ayat (4): Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus dibuatkan risalah raat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua 
peserta RUPS. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT menyebutkan, “yang 
dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan 
ditandatangani secara fisik atau secara elektronik Sehubungan dengan hal ini 
peneliti berpendapat, bahwa ketentuan UUPT telah mengantisipasi 
kemungkinan kesulitan yang timbul tatkala penandatanganan mutlak 
dilakukan secara fisik, disebabkan ketika rapat yang diselenggarakan melalui 
media elektonik, yang mana para pemegang saham tidak berada dalam satu 
tempat, maka tentunya risalah atas RUPS melalui media elektronik, yang 
penandatanganannya dilakukan secara fisik akan sangat sulit ditandatangani 
oleh semua peserta RUPS pada saat itu juga. Peneliti berpandangan bahwa 
penandatanganan yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT memberikan 
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kemungkinan dilakukan secara elektronik, sebab terdapat kemungkinan 
penandatanganan secara fisik tersebut sulit dilakukan oleh semua peserta 
rapat, sedangkan Pasal 77 ayat (4) mengharuskan semua peserta RUPS 
menyetujui dan menandatangani risalah RUPS yang dimaksud. 
Tanda tangan yang diberikan oleh para peserta RUPS melalui media 
telekonferensi berupa tanda tangan digital (digital signature). Tanda tangan 
digital adalah tanda tangan yang diberikan oleh para pihak dengan 
menggunakan teknologi tertentu, yang kemudian dikirimkan kepada Notaris 
untuk dijadikan sebagai bagian dari akta RUPS. Penjelasan Pasal 10 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Yang 
dimaksud dengan ”tanda tangan secara eletronik” adalah tanda tangan yang 
dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang 
yang membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda 
tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer. 
Tujuan dari tanda tangan digital adalah sama dengan tanda tangan di 
kertas. Alih-alih menggunakan pena dan kertas, tanda tangan digital 
menggunakan kunci digital (public-key kriptologi). Halnya seperti metode 
pena dan kertas, tanda tangan digital yang terpasang identitas penandatangan 
dokumen itu dan mencatat komitmen yang mengikat dalam dokumen. 
110
 
Tanda tangan digital adalah metode otentikasi informasi digital yang memiliki 
tingkat kepercayaan yang sama seperti fisik tanda tangan di atas kertas.
111
 
Sebuah Signature Digital (DS) bisa dianggap sebagai jenis tanda tangan 
elektronik, yang menggunakan jenis teknologi tertentu, yaitu teknologi DS.
112
 
Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham merupakan 
"akta partij" (partij akten), akta yang dibuat di hadapan Notaris, akta ini 
berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan 
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oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan 
oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk 
keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan 
memberikan keterangan itu di hadapan Notaris, agar keterangan itu 
dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Pembuatan akta  partij,  
notaris hanya bertugas memformulasikan kata demi kata dalam akta yang 
didasarkan pada kehendak para pihak. 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada 
intinya berisi tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham yang diikuti, disaksikan, dan didengar yang 
secara langsung oleh penandatanganan pada Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham, yang dalam hal ini biasanya ketua atau 
pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham itu sendiri, yang juga merangkap 
selaku salah seorang anggota direksi perseroan. Ketua Rapat Umum 
Pemegang Saham atau penerima kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham 
itu menyerahkan dokumen Notulen atau Risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham yang dituangkan ke dalam Akta Otentik, sehingga pada hakikatnya 
yang menyatakan adanya keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham tersebut adalah penerima kuasa Rapat Umum Pemegang Saham atau 
penandatangan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, 
yang sesuai dengan yang termuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang 
Saham. 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus bisa 
menggambarkan jalannya acara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. 
Hal ini dikarenakan akta tersebut bersifat verbal akta. Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan jenis akta yang dibuat 
dihadapan Notaris, yang berisi gambaran mengenai kejadian maupun 
peristiwa yang terjadi pada acara atau rapat serta mengenai hal-hal yang 
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang disaksikan tanpa 
kehadiran Notaris. 
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Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda perubahan Anggaran 
Dasar yang dibuat di bawah tangan, yang kemudian dinyatakan dalam akta 
Notaris, disebut dengan “Pernyataan Keputusan Rapat” merupakan “partij 
akta”, yaitu: akta yang dibuat “dihadapan” Notaris. Isi dari partij akta ini 
adalah catatan Notaris yang bersifat otentik mengenai keterangan-keterangan 
dari para penghadap yang bertindak sebagai pihak dalam akta yang 
bersangkutan. 
Ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar yang 
tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan 
dalam akta Notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Tetapi dalam 
pertanggungjawabannya, Notaris hanya bertanggungjawab atas isi dari 
keterangan para penghadap yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
yang dituangkan dalam akta Notaris tersebut. 
Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keterangan Rapat  
yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan Risalah RUPS melalui Media 
Telekonferensi, terbatas hanya pada kebenaran tanggal, waktu dan tempat 
dimana Akta Pernyataan Keterangan Rapat tersebut dibuat dan ditandatangani.   
Tanggung jawab terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang disampaikan 
para pihak membuat notaris harus selalu mengedepankan prinsip kehati-
hatian. Kesalahan terhadap akta yang dibuatnya dapat membuat akta notaris 
menjadi akta dibawah tangan dan tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat 
sebagai pengguna jasa notaris juga dapat “menyeret” bahkan sengaja membuat 
notaris terjerat perkara pidana dalam membuat partij acte.
113
 
Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, 
akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.  
Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 UUJN-P, di mana Notaris 
dijadikan sebagai ”pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris 
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dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan 
perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan 
oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu 
dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 
1868 KUHPerdata.
114
 
Undang-undang mengharuskan bahwa akta-akta  partij harus 
ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidak-tidaknya di 
dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya 
akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak 
atau salah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya, 
keterangan mana harus dicantumkan oleh Notaris dalam akta dan keterangan 
itu dalam hal ini berlaku sebagai ganti tanda tangan (surrogaat tanda tangan). 
Pada akta partij penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan. 
Hal ini dipertegas dalam Pasal 44 UUJN-P yang berbunyi: 
(1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh 
setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada 
penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan 
menyebutkan alasannya. 
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara 
tegas pada akhir Akta. 
(3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) 
ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah 
resmi. 
(4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 
43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta. 
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta 
hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 
tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita 
kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga 
kepada Notaris. 
Pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan keterangan-
keterangan dan hal-hal lain yang dikonstantir oleh Notaris, umumnya harus 
mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, yaitu antara lain KUHPerdata dan UUJN-P. Dalam 
hubungannya dengan apa yang diuraikan di atas, maka yang pasti secara 
otentik pada akta partij terhadap pihak lain, ialah :  
1. Tanggal dari akta itu;  
2. Tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu;   
3. Identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten) ;  
4. Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sasuai dengan apa yang 
diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan 
dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri 
hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri. 
Pada akta relaas tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir itu 
menolak untuk menandatangani akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan 
berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas 
orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu 
ditandatangani, maka cukup Notaris meneragkan dalam akta, bahwa para yang 
hadir telah meninggalkan rapat sebelum menanda tangani akta itu dan dalam 
hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.  
Pembedaan yang dimaksud di atas penting, dalam kaitannya dengan 
pemberian pembuktian sebaliknya terhadap isi akta itu. Kebenaran isi dari 
akta pejabat (ambtelijke akte) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh 
bahwa akta itu adalah palsu. Pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa 
menuduh kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para 
pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, 
akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan 
yang diberikan diperkenankan pembuktian sebaliknya. 
Suatu akta Notaris lahir dan tercipta karena :  
1. Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar 
perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk 
akta otentik.  
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2. Atas dasar undang-undang yang menentukan agar untuk perbuatan hukum 
tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan diancam 
kebatalan jika tidak.
115
 
Akta ialah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat 
bukti adanya hubungan hukum dan ditandatangani. Dengan demikian unsur-
unsur dalam pembuatan akta meliputi: 
1. Tulisan; 
2. Dengan sengaja dibuat; 
3.  Untuk alat bukti; 
4. Adanya hubungan hukum; 
5. Ditandatangani. 
Kelima unsur dalam pembuatan akta itu, unsur yang paling penting terkait 
dengan pembuktian adalah tanda tangan, yang dalam asas-asas hukum 
dinyatakan bahwa barangsiapa yang menandatangani suatu surat dianggap 
telah mengetahui isinya dan bertanggungjawab. Adapun syarat 
penandatanganan dalam pembuatan akta diatur di dalam Pasal 1874 BW atau 
Pasal 1 Stbl 1867 No. 29.
116
 Tanda tangan menurut Tan Thong Kie adalah 
Suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tanganan), 
bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu 
tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai 
tulisanya sendiri.
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Fungsi tanda tangan dalam surat adalah untuk memastikan identifikasi 
atau menentukan kebenaran cirri-ciri penandatangan
118
, sekaligus untuk 
menjamin keberadaan isi yang tercantum dalam surat tersebut. 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(UUPT), menampung aspirasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi 
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informasi dengan diterimanya teleconference dan video conference yang 
terdapat pada Pasal 77 UUPT yang menentukan bahwa: 
Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, 
video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang 
memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta 
secara langsung berpartisipasi dalam rapat. 
Pasal 77 ayat (4) mengharuskan setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana 
disebut dalam Pasal 77 ayat (1) dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan 
ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Hal ini berarti di sini ada dokumen 
elektronik yang dihasilkan dari RUPS tersebut. 
Penggunaan media telekonferensi dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham di Perseroan Terbatas dengan menggunakan dokumen elektronik 
sebagai sesuatu alat bukti yang sah, haruslah melalui syarat sah nya 
penggunaan dokumen elektronik yang harus melalui uji syarat minimal yang 
terdapat dalam UU PT maupun UU ITE terkait dengan syarat keabsahan 
pelaksanaan RUPS secara konvensional maupun melalui telekonferensi serta 
syarat tentang tandatangan elektronik dan dokumen elektronik yang terdapat 
dalam hasil RUPS. RUPS melalui telekonferensi itu sah, apabila sudah 
memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena dalam teori hukum 
pembuktian disebutkan bahwa agar suatu alat bukti yang diajukan di 
persidangan sah sebagai alat bukti, harus dipenuhi secara utuh syarat formil 
dan materiil sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. 
Suatu informasi elektronik di Indonesia telah diterima sebagai alat 
bukti sebagaimana telah diakomodir dalam Pasal 5 UU ITE sehingga 
kehadirannya tidak dapat ditolak hanya karena bentuknya yang elektronik. 
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Tabel 2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik 
Pasal 5 Penjelasan 
(1) Informasi Elektronik dan/ atau 
Dokumen Elektronik dan/ atau 
hasil cetaknya merupakan alat 
bukti hukum yang sah 
(2) Informasi Elektronik dan/ atau 
Dokumen Elektronik dan/ atau 
hasil cetaknya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
merupakan perluasan dari alat 
bukti yang sah sesuai dengan 
Hukum Acara yang berlaku di 
Indonesia 
(3) Informasi Elektronik dan/ atau 
Dokumen Elektronik dinyatakan 
sah apabila menggunakan Sistem 
Elektronik sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang ini. 
(4) Ketentuan mengenai Informasi 
Elektronik dan/ atau Dokumen 
Elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  tidak 
berlaku untuk: 
a. Surat yang menurut undang-
undang harus dibuat dalam 
bentuk tertulis; dan 
b. Surat beserta dokumennya 
Ayat 1 
          Cukup jelas. 
 
 
Ayat 2 
          Cukup jelas. 
 
 
 
 
Ayat 3 
          Cukup jelas. 
 
 
 
Ayat 4 
          Huruf a 
            Surat yang menurut undang-
undang harus dibuat tertulis 
tetapi tidak terbatas pada surat 
berharga, surat yang berharga, 
dan surat yang digunakan 
dalam proses penegakan 
hukum acara perdata, pidana, 
dan administrasi negara. 
          Huruf b 
            Cukup jelas. 
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yang menurut undang-undang 
harus dibuat dalam bentuk 
akta notaril atau akta yang 
dibuat oleh pejabat pembuat 
akta 
Keabsahan dokumen elektronik secara hukum diperkuat lagi dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/ dokumen 
elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan 
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang 
berlaku di Indonesia. 
Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem 
pengaman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut : 
119
 
1. Dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik 
secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan; 
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan 
keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem 
elektronik tersebut; 
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; 
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan 
bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang 
bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan  
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 
kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. 
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Informasi elektronik/ dokumen elektronik tidak sembarang dapat 
dijadikan alat bukti yang sah. Suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik 
dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem 
elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu 
sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum 
sebagai berikut:
120
 
1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan;  
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan 
keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem 
elektronik tersebut;  
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;   
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan 
bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang 
bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan   
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 
kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.   
Persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi 
atau proses secara elektronik, yaitu:
121
 
1. Autentisitas (Authenticity)  
Para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik harus percaya bahwa 
autentisitas dan komunikasinya diterima. Autentisitas dibutuhkan agar 
dapat dijadikan alat pembuktian di pengadilan. 
2. Integritas (Integrity)  
Seorang  recipient membutuhkan kepercayaan terhadap keutuhan 
komunikasi sebelum bertindak untuk melakukan transaksi atau yakin 
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bahwa pesan yang disampaikan tidak diubah. Persyaratan ini juga 
dibutuhkan oleh hukum sebagai alat pembuktian.  
3. Tidak Dapat Disangkal (Non Repudation)  
Non repudation menjadi persyaratan hukum ketika pengirim pesan tidak 
dapat menyangkal bahwa pengirim  pesan tersebut tidak pernah 
mengirimkan pesan.  
4. Tertulis dan Tanda Tangan   
Hukum mensyaratkan bahwa persetujuan harus memuat dua hal, yaitu 
dokumen tertulis dan ditandatangani. Jika para pihak masuk dalam kontrak 
online, maka persyaratan tertulis dan ditandatangani harus dapat 
diterapkan. 
5. Kerahasiaan (Confidentiality)  
Kerahasiaan diperlukan untuk melindungi hak kekayaan terhadap 
informasi. Kerahasiaan sangat diperlukan untuk mencegah akses dan 
penggunaan informasi yang dapat menyebabkan bahaya bagi pemilik 
informasi, seperti nomor rekening bank. 
Suatu Informasi Elektronik (IE) dan/atau Dokumen Elektronik (DE) 
telah diakui keberadaannya sebagai alat bukti hukum yang sah baik dalam 
bentuk originalnya yang elektronik maupun dalam bentuk hasil 
cetaknya.Suatu Informasi Elektronik (IE) dan/atau Dokumen Elektronik (DE) 
secara teknis berdasarkan muatannya, dapat dikategorikan menjadi dua, 
yakni:
122
 
1. Suatu informasi elektronik yang secara lahiriah hanya memperlihatkan 
suatu fakta peristiwa hukum saja sehingga dengan sendirinya ia hanya 
dapat berfungsi sebagai petunjuk semata karena validitasnya harus 
dirangkaikan pertemuannya dengan informasi yang lain (contoh: foto yang 
hanya merekam suatu keadaan secara diam) 
2. Suatu informasi elektronik yang secara lahiriah tidak hanya 
memperlihatkan suatu fakta peristiwa hukum saja melainkan juga dapat 
menjelaskan dan merujuk kepada suatu subyek hukum yang bertanggung 
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jawab daripadanya (contoh: rekaman video penarikan uang berikut 
orangnya pada Anjungan Tunai Mandiri /ATM) 
Pasal 6 UU ITE telah menentukan syarat atau unsur agar suatu 
informasi dapat disetarakan secara fungsional dengan informasi yang tertulis 
di atas kertas. Eksistensi informasi elektronik selayaknya dapat dipersamakan 
atau disetarakan dengan bukti tuisan, baik sebagai surat, akta bawah tangan 
maupun akta autentik. 
 
Tabel 3. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
 Penjelasan 
Pasal 6 
Dalam hal terdapat ketentuan lain 
selain yang diatur dalam Paal 5 ayat (4) 
yang mensyaratkan bahwa suatu 
informasi harus berbentuk tertulis atau 
asli, Informasi Elektronik dan/ atau 
Dokumen Elektronik dianggap sah 
sepanjang informasi yang tercantum di 
dalamnya dapat diakses, ditampilkan, 
dijamin keutuhannya, dan dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga 
menerangkan suatu keadaan 
Pasal 6 
Selama ini berbentuk tertulis identik 
dengan informasi dan/atau dokumen 
yang tertuang di atas kertas semata, 
padahal pada hakikatnya informasi 
dan/atau informasi dokumen dapat 
dituangkan ke dalam media apa saja, 
termasuk media elektronik. Dalam 
lingkup Sistem Elektronik, 
informasi yang asli dengan 
salinannya tidak relevan lagi untuk 
dibedakan sebab Sistem Elektronik 
pada dasarnya beroperasi dengan 
cara penggandaan yang 
mengakibatkan informasi yang asli 
tidak dapat dibedakan lagi dari 
salinannya. 
Pasal 7 
Setiap Orang yang menyatakan hak, 
Pasal 7 
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa 
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memperkuat hak yang telah ada, atau 
menolak hak Orang lain berdasarkan 
adanya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik harus 
memastikan bahwa Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang ada padanya berasal 
dari Sistem Elektronik yang memenuhi 
syarat berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan, 
suatu Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik dapat 
digunakan sebagai alasan timbulnya 
suatu hak. 
Perihal persamaan atau kesetaraan tersebut dikenal dengan istilah 
kesetaraan fungsional (functional equivalent approach), yakni 
mempersamakan secara fungsional bahwa suatu informasi elektronik adalah 
sama dengan bukti tulisan jika memenuhi setidaknya tiga dasar, yakni:
123
 
1. Informasi tersebut dianggap “tertulis” jika ia dapat disimpan dan 
ditemukan kembali 
2. Informasi tersebut dianggap “asli” jika yang disimpan dan ditemukan serta 
dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau dengan kata lain terjamin 
keautentikan dan integritasnya 
3. Informasi tersebut dianggap “bertanda-tangan” apabila terdapat informasi 
yang menjelaskan adanya suatu subyek hukum yang bertanggungjwab di 
atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang reliable menjelaskan 
identitas dan otorisasi ataupun verifikasi dari pihak tersebut. 
Pemahaman atas perbedaan keotentikan alat bukti secara konvensional 
dengan secara elektronik yaitu
124
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Tabel 4. Perbedaan alat bukti konvensional dan elektronik 
Paperbased Electronic-based 
Pemahaman Umum: (functional 
equivalent approach) 
a. Tertulis; 
b. Bertandatangan;  
c. Asli (original). 
a. Apa yang telah dituliskan 
atau disimpan dapat 
ditemukan kembali. 
b. Terdapat informasi yang 
menemukan subyek 
hukum yang 
bertanggungjawab. 
c. Apa yang tersimpan dan 
ditemukan tidak ada 
perubahan (terjamin 
keutuhannya). 
Bermeterai cukup (sebenarnya 
apakah menjalankan fungsi  
budgeter atau pembuktian?) 
Sebenarnya dapat dilakukan 
dengan e-registry dan e-filing 
yang baik, namun apakah sesuai 
dengan efisiensi dalam 
transaksi? 
a. kehadiran fisik pihak secara 
langsung penghadap dengan 
notaris (Pasal 16 ayat 1 
huruf l). 
b. pembacaan akta di hadapan 
para pihak dan para pihak 
mengerti,  kecuali bila para 
pihak tidak minta untuk 
dibacakan (Pasal 16 ayat 7). 
c. kehadiran dan tandatangan 
dari para saksi-saksi yang 
tidak mempunyai hubungan 
a. Rekaman elektronik 
(video) + penelusuran 
eID 
b. Penjelasan Pasal 16 ayat 
1 huruf l --> kehadiran 
fisik --> apakah 
kehadiran secara 
elektronik bukan 
kehadiran secara fisik?  
c. Fasilitas mobile 3G telah 
memungkinkan 
pembuktian apakah 
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darah atau perkawinan, 
kecuali bila  ditentukan lain 
oleh undang-undang (Pasal 
39 dan 40). 
d. paraf para pihak, saksi dan 
notaris pada setiap halaman 
sebagai tindakan 
persetujuan. 
orang tersebut benar-
benar pada suatu wilayah 
tertentu. 
d. Time-stamping 
membuktikan logisnya 
jumlah akta? 
Penjelasan umum Undang-Undang Jabatan Notaris jelas menyatakan 
bahwa akta autentik mempunyai bobot kekuatan pembuktian yang terkuat dan 
paling penuh (sempurna) sehingga apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris 
harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal 
yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Akta 
autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang 
diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk 
memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh 
telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara 
membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan 
akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-
undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta. Para pihak dengan 
demikian dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak 
menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. 
Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris yang 
pada esensinya menyatakan bahwa bentuk akta serta penghadap dan saksi-
saksi harus dikenal notaris dan diketahui cakap melakukan perbuatan hukum, 
di mana berdasarkan Pasal 41, pelanggaran terhadap hal tersebut 
mengakibatkan bahwa akta tersebut hanya mempunyai status sebagai akta 
bawah tangan. 
Definisi dari kata wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan, definisi dari kata 
kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan 
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sesuatu. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat 
akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang 
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin 
kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan 
kutipaaannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga 
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 
ditetapkan oleh undang-undang.
125
 
Wewenang notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang 
bersifat umum, artinya wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta 
kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris. Dengan kata lain, pejabat-
pejabat lain selain notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta 
tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya. 
Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan 
diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang belaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, 
setiap wewenang mempunyai batasan sebagaimana terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang notaris terbatas 
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat 
yang bersangkutan. 
Wewenang yang diperoleh suatu jabatan memiliki sumber asalnya. 
Sebagaimana yang terdapat dalam hukum administrasi bahwa wewenang 
dapat diperoleh secara delegasi atau mandat, dan atribusi. Wewenang secara 
delegasi merupakan pemindahan/ pengalihan wewenang yang ada berdasarkan 
suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Mandat 
sesungguhnya bukan pemindahan/ pengalihan wewenang, akan tetapi karena 
yang berkompeten sedang berhhalangan. Sedangkan, wewenang secara 
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atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan 
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.
126
 
Undang-Undang Jabatan Notaris, wewenang notaris diciptakan dan 
diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri (atribusi). Setiap 
wewenang harus mempunyai dasar hukum, sehingga apabila seorang pejabat 
melakukan tindakan di luar wewennag, maka disebut sebagai perbuatan 
melanggar hukum. 
Kewenangan notaris telah disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan 
Notaris Pasal 15 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) yang dapat dibagi menjadi 
kewenangan umum notaris, kewenangan khusus, dan kewenangan lainnya. 
Pasal 15 Ayat (1) UUJN-P menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris 
yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan 
Umum Notaris dengan batasan sepanjang: 
1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-
undang 
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum 
untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan 
3. Mengenai subyek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa 
suatu akta itu dibuat atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 
Wewenang yang ada pada notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 
15 UUJN-P dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, berarti tugas dan 
jabatan notaris adalah merumuskan keinginan atau tindakan dari para pihak ke 
dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Akta 
notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang 
sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti 
lainnya. Apabila ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa 
akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menilai atau menyatakan tidak 
benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan 
hukum yang berlaku. 
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Pasal 15 Ayat (2) UUJN-P mengatur mengenai kewenangan khusus 
notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P, 
seorang notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-
undangan. Seorang notaris yang melakukan tindakan di luar wewenang yang 
telah ditentukan maka akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau 
tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris 
tersebut dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.  
UUJN-P memberikan kemudahan bagi notaris dalam menjalankan 
jabatannya untuk membuat akta autentik. Hal ini sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa: “  Selain 
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2),  Notaris 
mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan”. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P menyatakan bahwa “Yang 
dimaksud dengan” kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan 
secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf dan hipotek 
pesawat terbang”. UUJN-P ini masyarakat akan  lebih mudah dalam 
melakukan transaksi atau membuat suatu perjanjian. Cukup dengan dokumen 
elektronik, para pihak dapat menyelesaikan transaksi bisnisnya.  cyber notary  
ini tentunya juga memudahkan dalam hal RUPS harus dilakukan melalui 
media telekonferensi.  
Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik 
pada Pasal 15 ayat (3) UUJN-P belum secara tegas apa yang dimaksud dengan 
sertifikasi tersebut. Hal ini mengakibatkan Notaris masih membutuhkan 
payung hukum yang tegas dalam mekanisme pembuatan akta autentik yang 
berdasarkan dokumen elektronik yang diberikan oleh Notaris.  
Memperhatikan ketentuan dalam UUPT, UU ITE, dan UUJN-P yang 
dijadikan pokok pertimbangan dalam menentukan kemungkinan pembuatan 
akta autentik pernyataan keputusan rapat atas risalah RUPS di bawah tangan 
yang berbentuk dokumen elektronik, maka perlu diselesaikan dengan 
menggunakan asas: 
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1. Lex specialis derogate legi generalis, yang merujuk pada dua peraturan 
perundang-undangan yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang 
sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan 
perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan 
pengaturan secra khusus dari  yang lain. 
2. Lex posterior derogate legi priori, yang artinya peraturan perundang-
undangan yang  kemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan 
yang terdahulu 
Sebenarnya antara UUPT, UU ITE, dan UUJN-P tidak menunjukkan 
adanya pertentangan yang perlu diselesaikan dengan asas-asas tersebut. 
Memperhatikan sinkronisasi horizontal antara UUPT, UU ITE, dan UUJN-P 
juga tidak mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat 
tersebut. UUPT memperbolehkan penyelenggaraan RUPS melalui media 
telekonferensi yang kemudian menghasilkan risalah RUPS di bawah tangan 
yang berbentuk dokumen elektronik, UU ITE mengakui keabsahan dokumen 
elektronik di Indonesia, dan UUJN-P mengatur mengenai kewenangan lainnya 
notaris dalam hal mensertifikasi transasksi secara elektronik. Ketentuan yang 
ada pada masing-masing undang-undang tersebut hanya tidak bersinergi, 
sehingga tidak dapat diberlakukan sebagaimana dirumuskan dalam undang-
undang karena masih terhalang oleh ketentuan lain dalam UUJN-P yang 
belum tegas mengenai mensertifikasi transaksi secara elektronik. 
Teori hukum murni Hans Kelsen dapat memandang keabsahan RUPS 
melalui media telekonferensi dalam UUPT, sedangkan keabsahan dokumen 
elektronik yang dihasilkan dari risalah RUPS telekonferensi dalam UU ITE, 
serta keabsahan kewenangan notaris terkait pembuatan pernyataan keputusan 
RUPS telekonferensi dalam penjelasan UUJN-P, karena teori hukum murni 
hanya menerima hukum sebagaimana adanya yaitu dalam bentuk peraturan-
peraturan yang ada. Konsepsi hukum murni hanya memandang hukum sebagai 
sollen yuridis yang terlepas dari Das Sei/ kenyataan sosial. Orang mentaati 
hukum karena ia merasa wajib untuk mentaatinya sebagai suatu kehendak 
Negara. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yangtelah 
penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang 
merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Mekanisme RUPS melalui media telekonferensi harus memperhatikan tata 
cara pemanggilan rapat Pasal 79 UUPT,  kuorum terkait agenda rapat pada 
Pasal  86, Pasal 88, Pasal 89 UUPT. 
2. Pembuatan Akta autentik Pernyataan Keputusan Rapat atas risalah rapat di 
bawah tangan yang berbentuk dokumen elektronik belum secara tegas 
dapat dilaksanakan oleh Notaris. Hal ini terkait ketidakjelasan 
kewenangan lainnya Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan 
secara elektronik pada Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, meskipun UU ITE telah 
mengakui keabsahan dokumen elektronik secara hukum positif di 
Indonesia. 
 
B. Implikasi 
Bagi Perseroan Terbatas: 
1. Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi memberikan 
kemudahan untuk perseroan mengadakan rapat tanpa terbatas tempat 
pelaksanaan rapat, namun perseroan harus mempunyai penyedia teknologi 
yang memadai untuk melaksanakan telekonferensi agar RUPS dapat 
berjalan lancar. 
2. Perseroan harus memperhatikan mekanisme rapat umum pemegang saham 
telekonferensi berupa pemanggilan rapat dan kuorum terkait agenda rapat 
agar risalah RUPS sah. 
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Bagi Notaris: 
Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik, belum 
dapat melaksanakan kewenangannya terkait pembuatan pernyataan keputusan 
rapat atas risalah RUPS telekonferensi bawah tangan yang berbentuk 
dokumen elektronik. 
 
C. Saran 
Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan, dapat dikemukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi 
bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, 
yaitu : 
Bagi Pembentuk Undang- Undang (legislatif dan pemerintah) : 
1. Agar pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas 
melalui media elektronik dapat berjalan sesuai yang dicita-citakan dalam 
UUPT, maka perlu segera disempurnakan terkait mekanismenya dalam hal 
pemanggilan rapat maupun pembuatan risalah rapatnya. 
2. Agar Notaris dapat menjalankan kewenangan mensertifikasi secara 
elektronik tanpa ragu-ragu, maka segera disempurnakan dan ditegaskan 
mengenai kewenangan lainnya notaris pada Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P, 
khususnya terkait keabsahan dokumen elektronik untuk dijadikan sebagai 
dasar pembuatan akta autentik. 
 
Bagi Perseroan Terbatas: 
Untuk memberikan kekuatan hukum serta kepastian hukum atas 
kehadiran dan keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS melalui media 
telekonferensi, sebaiknya di setiap tempat rapat pemegang saham tersebut 
dihadiri oleh Notaris dan dibuatkan surat pernyataan oleh Notaris atas 
keikutsertaan pemegang saham dalam RUPS telekonferensi . 
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